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Menimbang

Mengingat

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

bahwa  dalam  rangka menjamin  kesinambungan
pembangunan daerah guna meningkatkan capalan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas
dan kuantitas pelayanan vang langsung menyentuh
kebutuhan masyvarakat, baik aspek pembangunan,
pemerintahan, pelayvanan publik, untuk mewujudkan
kesejahteraan masyvarakat vang berkeadilan, diperlukan
perencanaan pembangunan vang berkeadilan dan
demokratis vang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan;

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan
daerah vang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun
rencana strategis perangkat daerah;

bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan
strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati
setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah
ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan
Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Pasal 18 ayvat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856},

. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7060):

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Rencana Strategis Perangkat Daerah vang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyvelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan daerah otonom.



8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah
dengan berpedoman pada RPJMD.

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.

(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan
dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat
Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan
digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB I
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB1 PENDAHULUAN
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH
KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BABV PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB Il
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024
Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021
Nomar 56);

b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022
tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dt tapkan di Wonosari
e p Efz sePtember 2025

GU{IUNGKJ[}
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Diundan di W
pada mn;k:? 12 Sepember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUFATEN GUNUNGKIDUL,

- %7 J A}:ﬁaﬂ KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35
Am:ﬁ o

G, 4
vy MG*‘E’;
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LAMPIRAN XLII

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON GEDANGSARI
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas
perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Perkada setelah RPJMD ini ditetapkan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku
kepentingan. Adapun tahapan penyusunan Renstra antara lain: Persiapan
penyusunan, Penyusunan rancangan awal, Penyusunan rancangan,
Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Perumusan
rancangan akhir dan Penetapan Renstra PD.

Pada tahapan persiapan penyusunan, diperlukan pembentukan tim
penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
sekurang-kurangnya ketua tim (panewu), sekretaris tim (panewu anom)
dan kelompok kerja (semua struktural kapanewon Gedangsari). Tim ini
bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen
perencanaan sesuali tahapan dan tata cara termasuk melakukan
pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.



Penyusunan dokumen renstra diawali dengan penyusunan
rancangan awal renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan
rancangan awal RPRJMD. Proses ini dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih dilantik. Adapun cakupan penyusunan rancangan
awal Renstra PD terdiri dari
a. Analisis gambaran pelayanan
b. Analisis permasalahan
¢. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
d. Analisis isu strategis
e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran
dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD

f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk
mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD

g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pagu indikatif, lokasi
kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah
kebijakan PD serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal
RPJMD

Renstra Perangkat Daerah vang telah ditetapkan dengan Perkada
menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan
RKPD. Perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daecrah
dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat
Daerah, program pembangunan Daerah, serta perkembangan
permasalahan pembangunan Daerah lainnya. Sasaran Renstra Perangkat
Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan Perangkat Daerah.

KRapanewon Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah vang
diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
dan mengkoordinasikan lembaga /perangkat daerah lainnya dalam wilayah
kerja. Rencana Strategis ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah,
sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam
tugas pokok dan fungsi Kapanewon dapat dilaksanakan dengan baik, dalam
rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Gunungkidul. Keterkaitan
antara Renstra Kapanewon Gedangsari dengan dokumen-dokumen
perencanaan lainnya adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagai
dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten untuk setiap
Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah vang dikoordinir oleh Bappeda.
Renstra Perangkat Daerah ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja
Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu Tahun. Keterkaitan tersebut
seperti tergambar di bawah ini :

(B ]




Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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1.2. DASAR HUKUM

1.

2o

10.

11.

12.

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Derah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penvusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Dearah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerntah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;



1.3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011
tentang RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116);

23. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Kapanewon;

24, Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomeor 41 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029.

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 - 2029
disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam
pembangunan Kapanewon. Di samping itu Renstra juga sebagai gambaran
pembangunan Kapanewon dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran
kinerja instansi pemerintah, sehingga penyusunan Rencana Strategis ini
dimaksudkan sebagai implementasi dari sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan instrumen
pertanggungjawaban, serta merupakan penjabaran dari tugas pokok dan
fungsi Kapanewon sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan vang baik.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis adalah :



a. Sebagai gambaran tentang kondisi umum Kapanewon Gedangsari saat
ini dan kondisi yang akan dicapai 5 tahun kedepan.

b. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pembangunan
kapanewon waktu 5 tahun kedepan.

c. Sebagai pedoman bagi aparat Kapanewon Gedangsari dalam bekerja
dan menilai arah, kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun
waktu 5 tahun kedepan.

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra
Kapanewon Gedangsari.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Perubahan Renstra Kapanewon Gedangsari adalah
sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB I GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Dacrah
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Isu Strategis

BAB IlI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Kapanewon, Kapanewon Gedangsari merupakan perangkat daerah yang

dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyvelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat

kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon terdiri dari:

a. Unsur pimpinan ' panewu

b. Unsur pembantu pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari

subbagian-subbagian

c. Unsur pelaksana : jawatan - jawatan

d. Kelompok jabatan fungsional

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada
wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugasnya Kapanewon
mempunyai fungsi antara lain:

a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;

c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat kalurahan;

d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

f. Pengoordinasian pencrapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, dan sarana pelayanan umum;

h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan vyang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon,;

i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vyang
mengatur desa vang juga dimaknai sebagai kalurahan;

J. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah vang ada di
Kapanewon;

k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yvang menjadi
wewenang Kapanewon;

l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
kalurahan;



m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon

n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan

0. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat kalurahan.

Adapun struktur organisasi kapanewon terdiri dari:

Panewu

Sekretriat yang membawahi:

1. Subbagian perencanaan dan keuangan

2. Subbagian umum

Jawatan Praja

Jawatan Keamanan

Jawatan Kemakmuran

Jawatan Sosial

Jawatan Pelayanan Umum

Kelompok Jabatan Fungsional

o

TR Mo A0

Bagan struktur organisasi kapanewon Gedangsari sesuai dengan
Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon
sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kapanewon Gedangsari
Kapanewon
Kelompok Sekretariat
Jabatan
Fungsional
Subbagian
Perencanaan dan
Keuangan
Subbagian Umum
Pﬁ:* 213;11 Jawatan Jawatan Jawatan Jawatan
Urﬂum Praja Keamanan Kemakmuran Sosial

Sumber : Peratutan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Kapanewon Gedangsari sebagai salah satu perangkat daerah
didukung sebanyak 19 ASN dan 2 THL kondisi bulan Desember 2024
dengan rincian jabatan sebanyak 9 jabatan terdiri dari eselon Illl.a = 1
jabatan, eselon IIl.b = 1 jabatan, eselon [V.a = 5 jabatan dan eselon IV.b = 2
jabatan. Adapun jumlah pegawai negeri sipil non eselon sebanyak 11 orang,.
Rincian lebih lengkap terkait jumlah pegawai disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 2.1
Jumlah ASN Kapanewon Gedangsari
Golongan Ruang
No Uraian ASN | P3K 1 1 | v
wmies » n ?abcdahcd_ahcd
2 | Panewu Anom 1 , ' 1 ]
Subbag
3 | Perencanaan dan 3 1 1(1
Keuangan
4 | Subbag Umum 4 | _1 L 3] |1 1
5 |Jawatan Pelayanan | o | 1 1
Umum | I
6 |JawatanPraja | 2 | | | I |
7 | Jawatan Keamanan 9 1 4
g |Jawatan 1 1
Kemakmuran L @ & 1 &I I
Jawatan sosial 2 2 L
Jumlah 19

Sumber; data kepegarraian per Desember 2024

Tenaga harian lepas (THL) di Kapanewon Gedangsari sebanyak 2
orang terdiri dari petugas jaga malam 1 orang, pengadministrasi umum 1
orang. Adapun data ASN Kapanewon Gedangsari dirinci menurut tingkat
pendidikannya sampai bulan Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
___Data Pendidikan ASN Kapanewon Gedangsari
No | Pendidikan Jumlah Keterangan
1 | Pascasarjana (S2)
2 Sarjana (S1)
3 Diploma III
4
S5

SMA /Sederajat
SMP/Sederajat

Jumlah
Sumber; data kepegawaian per Desember 2024

T
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Disamping sumber daya manusia, Kapanewon Gedangsari juga
mengelola 2 (dua) jenis aset daerah baik yang tidak bergerak maupun yang
bergerak. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang
dimiliki oleh daerah. Potensi ekonom bermakna adanya manfaat finansial
dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa
menunjang peran dan fungsi Kapanewon Gedangsari sebagai pemberi
pelayanan publik. Aset daerah yang bergerak merupakan faktor pendukung
pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan, yaitu meliputi semua barang-barang
inventaris kantor yang perolehannya dari pemerintah, hibah, maupun dari
hasil swadaya.

Dalam melaksanakan pencatatan, inventarisasi, dan revaluasi aset
harus ada strategi manajemen aset agar koordinasi antara program dan
pelaksanaan dapat terkoordinasi dengan baik. Istilah Strategic Asset
Management atau SAM digunakan untuk menggambarkan sebuah siklus
pengelolaan aset, yaitu mulai dari proses perencanaan dan diakhiri dengan
pertanggungjawaban pelaporan aset. Keberhasilan SAM sering kali
dikaitkan dengan keberhasilan menghemat anggaran sebagai dampak dari
keberhasilan mengintegrasikan proses perencanaan dan pengelolaan aset.
Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh Kapanewon Gedangsari dalam
konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, berkenaan adanya
kewajiban kepala dacrah untuk membuat pertanggungjawaban akhir tahun
anggaran dalam bentuk neraca daerah, yaitu suatu laporan yang
menvajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri atas aset,
hutang, dan ekuitas. Untuk mengetahui kondisi Aset daerah yang dikelola
oleh Kapanewon Gedangsari kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Aset, Hutang dan Ekuitas Kapanewon Gedangsari
Uraian Jumiah (Rp)
ASET LANCAR 235.000,00
ASET TETAP 1.124.220 522,57
JUMLAH ASET 1.124.455 522 57
KEWAJIBAN 108.375,00
EKUITAS 1.124 347 147 57
JUMLAH KEWAJBAN DAN EKLNTAS 1.124 455 522 57

Sumber Data Neraca 31 Desember 2024 [faudited)




2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu Perangkat daerah, Kapanewon Gedangsari
mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi
pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam melaksanakan
tugasnya Kapanewon Gedangsari harus mampu menterjemahkan visi, misi,
pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis
kapanewon. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan
didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas vang dibebankan
kepada Kapanewon Gedangsari dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kapanewon
Gedangsari dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada
permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor
hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal.
Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya
adalah kondisi sumber daya vang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas
masih kurang optimal.

Di sisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena
adanya sistem yang dibangun oleh Kapanewon Gedangsari, diantaranya
terciptanya koordinasi yang lintas sektoral (UPT, pemerintah kalurahan,
dan Dinas Instansi/Muspika), masih kentalnya jiwa gotong-royong, adanva
pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal
pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku
petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas lavanan.

Untuk mengetahui persentase kinerja pelayanan Kapanewon
Gedangsari disajikan dan rincian anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan, rasio antara realisasi dan anggaran, serta rata-rata
pertumbuhan Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul masing-
masing disajikan data dalam tabel sebagai berikut :




Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Gedangsari

Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat
Daerah
(SPM/IKK/ Indikator
Lain)

Target

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun

Realisasi Capaian Tahun

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

Rasic Capaian pada Tabun ke-

2026

2022

2023

2024

|
2025

2026

(2)

(3)

()

15)

(&)

(7)

(8]

(9

(10}

(11}

(12

(13}

1

(14]

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Nilai IKM PD

80,50

81,00

81,50

82,00

82,30

80,90

81,38

82,03

1,00

1,00

1,01

0,00

0,00

Persentase
kesesuaian program
dalam Renja PD
terhadap RKPD, dan
Renstra PD terhadap
RPJIMD

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase desa yang
menetapkan
APBDesa tepat waktu
dan benar

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase laporan

keuangan yang
disusun tepat waktu

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sumber: LkjIP Kapanewon Oedangsari tahun 2022-2024




Anggaran dan realisasi pendanaan

Tabel 2.5

Anggaran pada Tahun ke-

Heallsasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio Reallsas! dan Anggamn

[} Tahun ke-

Rats-rats Pertumbolan
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110

11}

(13} | [L14) | (15}
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121.260.000

100.000.000

100,000,000

o B &

o Bl o

121.250.000

7. 3000000

1040 (O 00D

321.250.000

318,550,000

Addpt, senl, tradisi
dasi embaga

121,250,000

1000 D0, DO

1060000 00

|_budaya
Program

25.970.000

5, CROR0) (R0RD

121.250.000

97.300.000

1R D000

AZ 0250000

A18.550.000

25.970.000

35000, DN

BT 498000

100 | 100

14B.465.000
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7455 000 |
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115830000

13.601 80K

A2 778800
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1155 877.752

L.260,490, 807

1,805, 332,534

L1I5.270. 136

1. 350893 807

98

4287 455.776 |

2211386477

4. 523,000

T.285.000

34456, 900

LR PR

7,235 000

2,217 984

100

15.701.900

45,432 000

BT830

52837000

EL R ]

57008 000

52, 78T (00

Ly

160.252.000 |

18 372,681 |

160,137,000 ‘
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[
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Rasio Realisasi dan Anggarmn

%) Tahun ke-

Elow

(10}

11

2

13} | (1% | 118}

61.820.000

-]

362.017.000

60.010.000

aT 100

182,51 5.000

#5.650.000

28.732.500

150.94.2.000

45,060,000

28,732,500

o5 (L4

257 897 500

254,734,500

TR 1075, 00

16 17000040

(LR

18107 5.000

14.950.000

11,565,000

a2 LK)

JOH.810.000

207,590,000

10,5954, 800

|
18.984.000 |

| 10.954.800

61649 600

50,388,800 |

L 00, (00D

20244800

10,554, 8040

L 0HD, 00

18964, 000

100954800

10D

B4 100
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EERFELE )

CRETN]

6. 150.000

100

. 150000

&,150,000 |

" Penyclenggaraan
Urusan
Pemenntnban
Umium sesuai
Perugasan
Kepaln Doerah

110.296.500

7. 00, 00

65.615.000

110.2%96. 500

100

243.711.500

6T 800,000

69.530.000

L 10 255,500

67.800.000

65.615.000

110.296.500

100

248,020,500

343.711.500

Program

Pembinaan dan
Pangawasan
Pemerintabhan

Dena

164.112.000

164. 1 12.000

27.526.600

100 | 100

214.351.800

214.272.400
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Urnian Anggamn pads Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Fasio Realiensi dan Anggaran Rata-rata Pertumbuban
%) Tabun ke-
1 2 3 4[5 1 2 [ 3 4 [ B |22 ]| 238 | a8 | a8 | 28 Anggaman Realisasi
] 2 (E] 1) 15) | (8) i i#) , ] 100 | (11} | (13) | (13) | (14) | (18] | (18) n ! {18}

Fasilitasd, 164,112,000 7605000 22634 800 164, 11:2.000 27.525.600 22.634.800 214,251,800 | 214,272,400
Rekamendasi dan i 100 (L4
Kioordinasi
Pembinaan dan
Pengawnsan
Pemerintahan

3,924 032.217 2363 655 552 2,213.035.039 [+ ] A.752.3587 AG0 2.305.072,083 2.212.078. 120 o 1] 0 ¥} B5IM1. 722 BB B.269.538,103
Jiimlah 1k, 98 | 100

Sumber: Realisasi Kapanewon Gedangsari tahun 2022-2024




2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan Kapanewon Gedangsari adala]'!
masyarakat dan kalurahan di wilayah Kapanewon Gedangsari. Sesual
dengan tugas dan fungsi Kapanewon yang termuat dalam Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan_
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Tugas, Fungsi
dan Struktur Organisasi, dijelaskan bahwa Kapanewon mempunyai tugas
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan,
dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan
keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya kapanewon memberikan layanan
kepada masyarakat meliputi pelayanan publik seperti administrasi
kependudukan dan urusan lainnya, penyelenggaraan pemerintahan umum
vang terkoordinasi, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang
seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kapanewon juga berperan
dalam mengoordinasikan program dan kegiatan dari pemerintah dan
swasta. Selain masyarakat, kalurahan juga menjadi kelompok sasaran
layanan kapanewon yakni pembinaan/ pendampingan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan di tingkat
kalurahan. Kelompok lembaga juga menjadi sasaran layanan Kapanewon
Gedangsari seperti PKK, Karang taruna, kader, forum agama, linmas dll.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Gedangsari
2.2.1 Permasalahan
Kapanewon Gedangsari terletak di sebelah utara Kabupaten
Gunungkidul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten Provinsi
Jawa Tengah termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung,
sehingga wilayah Kecamatan Gedangsari potensial untuk tanaman keras
(tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-kayuan), tanaman bahan
pangan, budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan ternak.
Secara topografis wilayah Gedangsari hampir 90% berupa perbukitan
dengan kondisi lereng yang terjal dan curam schingga bencana alam tanah
longsor setiap saat selalu mmengancam terutama pada musim penghujan.
Namun demikian tingkat kesuburan tanah vang ada cukup dapat
diandalkan masyarakat terbukti dengan mudah tumbuh pepohonan yang
ada dilingkungan baik yang dibudidayakan maupun tumbuh secara alami.
Klimatologi secara umum sama dengan kondisi di wilayah lain di
Kabupaten Gunungkidul yaitu dengan curah hujan rata-rata 397
mm/tahun dan suhu rata-rata berkisar 32 C - 35 C. Pada musim kemarau
dipastikan sebagian wilayah Gedangsari mengalami kesulitan air bersih
karena sumber air yang ada hanya mampu memenuhi 30% dari seluruh
kebutuhan air bersih. Upaya penanggulangan kerawanan air bersih tadi
salahsatunya dengan mengoptimalkan operasional truk tangki air yang
dibiayai APBD. Kondisi yang agak meringankan atas kejadian rawan air
pada musim kemarau adalah sebagian besar rumah tangga telah memiliki
bak PAH (Penampungan Air Hujan);
Secara administratif Kapanewon Gedangsari memiliki batas wilayah
scbagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kapanewon Prambanan
Kabupaten Sleman, Kapanewon Gantiwarno dan Bayat Kabupaten
Klaten.
b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapanewon Patuk
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kapanewon Playen
d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kapanewon Nglipar dan
Ngawen.

lﬁ’




Gambar 2.2 ‘
Peta Wilayah Kapanewon Gedangsari

Kab. Klaten

Nghpar

Wilayah Kapanewon Gedangsari terdiri atas 7 Desa, 67 padukuhan,
67 RW dan 366 RT. Jumlah penduduk berdasarkan registrasi penduduk
Disdukcapil seluruhnya 40.165 jiwa yang terdiri dari 20.084 Jiwa laki - laki
dan 20.081 jiwa perempuan.

Adapun luas wilayah Kapanewon Gedangsari adalah 68,14 km2 atau
4,59 % wilayah Kabupaten Gunungkidul terbagi dalam wilayah- wilayah
desa dan padukuhan antara lain :

Tabel 2.6
Data Kaluran dan Padukuhan Kapanewon Gedangsari
No| Kalurahan Jumlah Padukuhan
1 | Ngalang 14 Padukuhan
2 | Hargomulyo 14 Padukuhan
3 | Mertelu - | 10 Padukuhan
4 | Serut 7 padukuhan
5 | Sampang gl 6 Padukuhan
6 | Watugajah 5 Padukuhan
7 | Tegalrejo 11 Padukuhan

Dari kondisi topografis, geografis, dan administratif wilayah
Kapanewon Gedangsari serta internal Kecamatan yang selanjutnya
diidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam
penyelenggaraan pelayanan umum oleh kecamatan selaku Satuan kerja
Perangkat Daerah sebagai berikut :

1 Tantangan :
a. Kapasitas Birokrasi:
1) Kualitas SDM aparatur Kkecamatan maupun  desa
perlu ditingkatkan;
2) Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan
perlu ditingkatkan;

IT?




3) Anggaran untuk  penyelenggaraan pelayanan  perlu

ditingkatkan;

4) Partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  perlu
ditingkatkan;

5) Belum optimalnya perandan fungsi lembaga  desa

dan pemerintahan desa.
b. Kemiskinan dan Kesejahteraan Rakyat:
1) Jumlah pengangguran masih tinggi;
2) Angka PMKS masih cukup tinggi;
J) Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap ancaman
penyakit;
4) Jumlah keluarga yang rawan kekurangan air bersih pada
musim kemarau masih tinggi;
9) Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat
terhadap ancaman bencana.
¢. Infrastruktur perhubungan dan kualitas SDA :
1) Belum tersedianya angkutan umum yang masuk sampai
ibukota kecamatan;
2) Pemanfaatan lahan kritis belum optimal;
3) Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber air;
4) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang masih
rendah.

2 Peluang :

a. Potensi letak Geografis Wilayah vang menguntungkan,

b. Peningkatan kualitas SDM dan pendapatan masyarakat selalu
menjadi prioritas dalam Rencana Kerja dan Pembangunan
Daerah kabupaten Gunungkidul.

¢. Keberadaan pasar negeri dan pasar desa sebagai penggerak roda

perckonomian.
d. Potensi SDA yang sangat besar untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Fasilitas pendidikan cukup memadai.

Kebudayaan asli masyarakat setempat didukung kondisi alam
untuk pengembangan potensi pariwisata.

g Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal dasar
pembangunan daerah

Lma B 1

Mengangkat permasalahan yang terkait dengan ketugasan maupun
fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah menjadi isu strategis harus memenuhi
beberapa aspek seperti: aspek kejadian (apakah permasalahan itu sedang
terjadi atau mungkin akan terjadi; aspek kekhalayakan (apakah
permasalahan itu menyangkut masyarakat luas atau sebagian saja); aspek
problematik (apakah permasalahan itu menimbulkan kekhawatiran atau
kegelisahan sehingga perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya);
aspek kelayakan (apakah permasalahan itu logis, panias, realistis, dan
dapat dibahas untuk pemecahannya).

Berdasar aspek-aspek diatas terkait dengan tupoksi maka beberapa
permasalahan internal sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk

menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan adalah sebagai berikut:

189,




Tabel 2.7
Permasalahan Kapanewon Gedangsari

| MASALAH POKOK MASALAH | AKAR MASALAH
| Belum optimalnya Keterbatasan dalam Kewenangan
penyelenggaraan menyusun program dan | Kapanewon yang
pelayanan publik yang kegiatan terbatas
prima
Masih belum optimalnya | Prasarana dan
pemberian layanan Sarana Kapancwon
publik kepada kurang memadai
. masyarakat .
Masih kurangnya ' Kapasitas SDM
kemampuan dan ' kurang memadai
keterampilan pegawai
dalam melaksanakan
tugas
l |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Dalam Menyusun Program Dan Kegiatan
Dalam hal ini ruang kapanewon untuk menyusun program dan
kegiatan sangat terbatas karena tugas dan fungsi kapanewon sudah
diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023.

b. Masth Belum Optimalnya Pemberian Layanan Publik Kepada
Masyarakat
Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana Kalurahan di
Kapanewon Gedangsari schingga dalam pelayanan publik secara
digitalisasi sangat terbatas.

c. Masih Kurangnya Kemampuan Dan Keterampilan Pegawai Dalam
Melaksanakan Tugas.
Belum seluruh petugas layanan mendapatkan kesempatan diklat
teknis untuk menambah penambahan wawasan terkait pelayanan
prima. SDM di Kapanewon Gedangsari jumlah terbatas sehingga
beberapa pegawai merangkap ketugasan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersilat
pentimg, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
masa yang akan datang. Sesuai dengan permasalahan yang ada di
Kapanewon Gedangsari, hasil KLHS dan potensi yvang dimiliki oleh
Kapanewon maka dapat disimpulkan Isu Strategis Kapanewon Gedangsari
dalam tabel berikut:

IQ;




Tabel 2.8 Teknik menyimpulkan isu strategis PD

POTENSI PERMASALAHAN | 1SU KLHS YANG ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN 15U
DAERAH YANG Py | RELEVAN DENGAN PD STRATEGIS
MENJADI DENGAN PD GLOBAL NASIONAL REGIONAL PD
KEWENANGAN
L] 2 13 14) (5 [6) 7]
Penyelenggarann | Kewenangan Masth lemalinyn Good Dinamika Reformasi Optimalisas:
Pelayanan Kapanewon yvang | tata kelala GoveErnance Regulasi Kalurahan Penyvelenggara
Kapanewon terbatas pemenntahan an Pelayanan
dalam Kapanewnn
mewujudkan
akselerasi
transformas
digital pelayanan
publik
Kepasitas SDM
kurang memadai
Prasarana dan
Sarana
Kapanewon
kurang memadai

Isu KLHS yang revelan dengan Kapanewon Gedangsari berdasarkan
dokumen KLHS adalah: Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam
mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu
KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 vang didasarkan hasil
dari Konsultasi Publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi
lingkungan hidup, capaian data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di
Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang di bagi
E:Ejadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan Isu KLHS RPJMD

upaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Gedangsari
adalah Pilar ke- empat yaitu Pilar Hukum dan Tata Kelola yang terdiri dari
3 isu yaitu :
1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik;
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan publik masih rendah;
3. Kua:ihEs penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih
rendah.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu lima tahunan. Rumusan tujuan harus merefleksikan
konteks pembangunan vang dihadapi perangkat daerah dan akan
diterjemahkan ke dalam sasaran- sasaran yang ingin dicapai. Dalam
menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun
setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang
akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan
dapat dicapai.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 -
2029 adalah *Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan
Berkeadaban”. Adapun penjclasan visi adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Adil Makmur: Adil Makmur bermakna masyarakat
terpenuhi kebutuhan material maupun spiritual, yang berdaya saing
dan inovatif. Masyarakat Gunungkidul sebagai subyek pembangunan
yang mempunyai hak ikut dalam merencanakan dan melaksanakan,
serta menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan secara inklusifl
pada semua aspek kehidupan. Semua warga Gunungkidul
berkesempatan dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh
lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan
kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak-hak politik,
menjaga keamanan dan ketertiban, serta mendapatkan perlindungan
dan keamanan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk
apapun. Kabupaten Gunungkidul yang berdaya saing dan inovatif
dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

2. Masyarakat Lestari: Lestari merupakan perwujudan masyarakat pada
khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya, yang
berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan ramah
lingkungan dengan memepertahankan kekhasan bentang alam geologi
pegunungan sewu, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi, pembangunan sosial, kelestarian sumber daya alam, dan
memiliki kehandalan dalam mitigasi bencana.

3. Masyarakat Berkeadaban: Berkeadaban bermakna masyarakat yang
memiliki keimanan, jati diri, teladan, kehormatan, dan kemanusiaan.
Keimanan menjadi landasan moral, sementara jati diri tercermin dalam
sikap yang menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal. Masvarakat
berkeadaban juga merupakan masyarakat bermartabat, yang memiliki
harga diri, kehormatan, keadilan, serta menjujung tinggi harkat dan
martabat kemanusiaan. Setiap individu mendapatkan perlakuan adil
dan kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan nilai-nilai
tersebut, masyarakat dapat hidup harmonis, maju, dan berdaya saing.

Adapun wvisi tersebut dijabarkan dalam Misi Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2025 - 2029 yang meliputi :

1. Meningkatkan pembangunan manusia vang produktif, berkualitas dan
berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta
perluasan akses kesehatan untuk rakyat.

2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat
kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh
petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil
menengah yang inklusif dan kreatif.

3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber
daya lokal.
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4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945,
menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta
menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi
dan berkeadaban.

a.

. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan

toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur
bangsa Indonesia.

Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2025 juga
memperhatikan Arah Kebijakan dalam isu strategis Nasional dan DIY
sebagai berikut:

Isu strategis provinsi
Tingginya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan (wilayah maupun
pendapatan)

- Pengembangan Wilayah Selatan DIY

Perkembangan Teknologi Informasi

Pemenuhan Lavanan Dasar vang Berkualitas dan Inklusif
Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Penguatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan
Publik

Penyelesaian Destinasi Super Prioritas Borobudur Yogyakarta-
Prambanan

Penguatan Ketahanan Pangan

Pelestarian dan Pengelolaan Budaya

Penguatan Resiliensi dan Manajemen Bencana, serta Pembangunan
Berkelanjutan

- Penguatan Kapasitas Fiskal; dan

Pengembangan Ekonomi Kreatif termasuk Ekonomi Digital

Isu strategis daerah

Ancaman penurunan Kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko
bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim
Ketimpangan wilayah akibat pembangunan infrastruktur vang
menunjang pengembangan wilayah dan peningkatan akses
pelavanan dasar belum merata

- Belum Optimalnya pengembangan perckonomian dan peningkatan

kesempatan berusaha
Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, sehat dan
mandiri masih terbatas

Belum optimalnya perwujudan kehidupan masyarakat yang
sejahtera, aman dan didukung kepastian hukum

- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan

akselerasi transformasi digital pelayanan publik

Dari visi dan misi tersebut di atas, tema pembangunan tersebut

dijabarkan dalam indikasi prioritas dan sasaran daerah sebagai
berikut:

Program Bocah Pinter

Program Warga Sehat

Program Tani Makmur dan UMKM Berdaya
Program Gunungkidul Berdikari

Program Pamong Nglayani dan Ngayomi
Program Warga Gayeng dan Guyub
Program Alam Lestari




Dari 5 misi tersebut di atas Kapanewon Gedangsari mendukung misi
Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat Pancasila, UUD 1945, menjunjung
tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata
pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Kapanewon sebagai unsur pendukung dan pelaksana visi Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2025-2029. Dalam hal ini perangkat daerah tidak
mempunyai visi dan misi sendiri akan tetapi sebagai eksekutor dari visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diwajibkan adanya kesesuaian tujuan
dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan dan
sasaran Kapanewon Gedangsari sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
vang berkualitas
Indikator : Indeks Pelayanan Kapanewon

Sedangkan sasaran perangkat daerah Kapanewon Gedangsari tahun 2025-

2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan
penganggaran pembangunan di kalurahan

2. Meningkatnya kesejahteraan sosial

3. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah
kapanewon

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD
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Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan Renstra PD

Sasaran |

Sebagai alat ukur untuk menunjukkan tingkat capaian tujuan perlu

dirumuskan indikator dan target kinerja tujuan.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Rumusan strategi merupakan pernyataan vang menjelaskan cara
tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah
kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan vang komprehensif
langkah-langkah /upaya yang akan dilakukan diantaranyva

berisikan
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NSPK DAN TUJUAN BASARAN INDIKATOR | BASE TARGET KET
SASARAN LINE : —
RPEIMD YANG 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
RELEVAN S
(4] (] {31 i4] (5] I L]} el (8] = (10 {11) (13
7.01.0.00.0,00.15.0000 - Hapancwon Gedangsard
Erwg : Indeks
;mr:‘:iudnyﬂ Meningicatnyn Felayanan [
Penyelenggara ﬁnpﬁl:ﬁa Rapanewon
Pemernntahan 93,55 | D546 | 95499 | 9552 | 96,55 | 96,58 | 96,60
| Efektif, }*f:r;":"“"”“
Efiseien, dan
Akunlabel Reraniine |
Meninghatnya | persentiase
efektivitas penvusunan
peran REKPKal benar
kapanewon dan tepat wakiu
| PETENCANAAN peTaeniase [
| dan penVUSLnan
PENEANEGATATN APBkal benar
pembangunan dan tepat waktu
di kalurahan | 10| 10| 100| 00| 100| 100| 100
Meningkatnya persen tase
kessjahtaraan kegiatan sosual
sosial 100 100 100 100 10K 100 1O |
Meningkatnya persentase |
ketenteraman hoordinasi
dan ketertuban ketenteraman
urnum di dun ketertiban
wilayah umum
ks parvewon . 100 100 100 100 100 100 100
Memnghatnya indeka kepuasan
kualitas masyarakat
pelayanan
publik di
I kapanewsn 82,03 | 82,30 | 82,45 | 8260 | 8275 | 82,50 | 83,00 |




berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program
prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mendukung visi
dan misi daerah serta tujuan/sasaran RPJMD. Strategi Kapanewon
Gedangsari sebagaimana ditampilkan dalam penyadingan tujuan, sasaran
dan arah kebijakan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi “Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban®™
Setia pada Amanatl Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung
Misi tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata
pemerintahan daerah yvang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Meningkarnya Memperkuat fungsi
Penyelenggaraan efektivitas peran kelembagaan, peningkatan
Pemerintahan kapanewon dalam ‘ kapasitas SDM dan
Kapanewon Yang P:"‘““’“Tm Meningkatkan Peran dan | Meningkatkan sarana dan
Berkualitas :Efﬂ'w”_m g4 | Fungsi Kapanewon prasarana di Kapanewon
kalurahan
Meningkainya : Meningkatkan peran serta
ketenteraman dan | Meningkatkan Peran masyarakat dalam menjaga

ketertiban umum
di wilayah
kapanewon

Serta Masyvarakat di

Kapanewon

kesiapsiagaan terhadap
potensi gangguan
keamanan dan bencana

keamanan dan ketertiban

Meningkatkan kesiapsiagaan
terhadap potensi gangguan

keamanan dan bencana

Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik di
kapanewon

Meningkatmya
kesejahtleraan
sosial

Meningkatkan kualitas

layanan publik di
kapanewon

publik,

sosial d

Meningkatkan fangsi
koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan

pemberdayaan

masyarakat, koordinasi
ketentraman dan ketertiban
umum serta kesejahteraan

i Kapanewon

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan
tahunan maka Kapanewon Gedangsari melakukan pentahapan Renstra
seperti yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Penahapan Renstra PD

TAHAP 1 TAHAP 11 TAHAP 111 TAHAP IV TAHAPV |
(2026) (2027) J' (2028) (2029) (2030)

(1) (2) I (3) (4) (3)
Penguatan Percepatan Peningkatan  Optimalisasi Pemantapan
Penyelenggara | Penyelenggara | Penyelenggara | Penyelenggara | Penyelenggara |
an Pelayanan | an Pelayvanan  an Pelavanan | an Pelayanan | an Pelavanan |
Kapanewon Kapanewon | Kapanewon | Kapanewon Kapanewon
vang yang yang yang yang ‘
berkualitas berkualitas | berkualitas | berkualitas berkualitas |




Kebijakan Renstra Kapanewon Gedangsari adalah rangkaian kerja vang

merupakan operasionalisasi

NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi

Kapanewon dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam
rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Gedangsari,

seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO | OPERASIONALISAS] | ARAH KEBIJAKAN ARAH KEHIJAKAN RENSTRA PD KET.
NSPFK RPJMD
(1) (2] (3] (4] (3)
1 Tata Kelola Meningkatkan Meningkatkan fungsi koordinasi
Pemerintahan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan

penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik,
pemberdayaan
masvarakat, seria
koordinasi
ketentraman dan
ketertiban umum

dan pelavanan publik,
pemberdayaan masyarakat,
koordinasi ketentraman dan
ketertiban umum serta
kesejahteraan sosial di Kapanewon

Meningkatkan peran
serta masyarakat
dalam menjaga
keamanan dan
ketertiban

- _| lingkungan

Meningkatkan peran serta
masyarakat dalam menjaga
keamanan dan ketertiban
lingkungan di Kapaneown

Memperkuat fungsi
kelembagaan,
peningkatan
kapasitas SDM,
serta optimalisasi |
sarana dan |
prasarana
pendukung
Mengembangkan
sistem pemantauan
dan respons cepat
terhadap potensi
Eangpuan keamanan

Memperkuat fungsi kelembagaan,
peningkatan kapasitas S8DM dan

Meningkatkan sarana dan

| prasarana di Kapanewon

ﬁ\.‘.'-nfngkalkﬂ.n kesiapsiagaan
terhadap potensi gangguan
keamanan dan bencana

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi. Arah kebijakan memiliki arti penting antara lain:

Pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk
melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai

Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan
Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi PD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi
yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu

a.
tujuan dan sasaran.
b.
operasional.
o
keberhasilan untuk mencapai sasaran.
d.

Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas vang menjadi
tugas dan fungsi PD agar tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Program adalah penjabaran kebijakan daerah dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi dan tu_juan
perangkat daerah. Fungsi menjadi kerangka besar yang mengarahkan kegiatan
dan sub kegiatan. Contoh program penunjang urusan pemerintahan dacrah
kabupaten/kota.

Kegiatan perangkat daerah adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa perangkat daerah, terdiri atas seckumpulan tindakan
pengerahan sumber daya (SDM, barang modal, teknologi, dana, atau kombinasi)
scbagai upaya untuk mencapai keluaran (outpuf] terukur sesuai dengan
program yang diampu. Fungsi merupakan turunan langsung dari program,
fokus pada hasil keluaran. Contoh kegiatan perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sub kegiatan adalah rincian dari kegiatan sebagai dasar penganggaran,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Fungsi level paling rinci,
sehingga langsung dapat diturunkan menjadi anggaran dalam APBD (RKA-
SKPD). Contoh penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Sub
kegiatan prioritas adalah sub kegiatan yang dipilih karena mendukung dengan
program prioritas pembangunan daerah.

Kinerja dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu tolok ukur
keberhasilan wutama dari suatu organisasi/perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi utamanya, vang ditetapkan sebagai prioritas
pengukuran kinerja.

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per
PD dalam rancangan awal RPJMD selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana
kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk
masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan arah
kebijakan jangka menengah PD. Kapanewon Gedangsari juga mendapat dana
keistimewaan (Dais), Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara vang dialokasikan untuk mendanai
kewenangan istimewa dan merupakan bagain dari dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa. Dana ini dialokasikan sesual amanat Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daecrah Istimewa Yogyakarta.
Adapun langkah-langkah perumusan rencana program dan kegiatan adalah
sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator program dan pagu per PD;

2. Merumuskan target outcome program PD untuk mencapai sasaran
pembangunan;

3. Melakukan perumusan target output/keluaran vang akan dihasilkan

melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai target outcome program

PD;

Melakukan perumusan kegiatan;

Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan;

Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome;

Memeriksa apakah total biaya program sesuai dengan pagu PD. Jika

melebihi pagu PD, lakukan prioritas program dan kegiatan sehingga sesuai

dengan pagu PD. Daftar urutan prioritas program dan kegiatan ini menjadi

salah satu bahan yang akan dibahas dalam forum PD penyusunan Renstra

FD;

8. Menyusun rincian target outcome program ke dalam target tahunan

9. Berdasarkan target outcome tahunan, susun perkiraan kebutuhan
anggaran pembiayaan program per tahun.

oo s
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Berpedoman pada RPJMD maka Kapanewon Gedangsari menyusun
rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari
tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur
Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya sebagaimana tersaji
pada gambar 4.1 dan tabel 4.2, sebagai berikut:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Renstra PD
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Tabel 4.2 Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN PROGRAM [ KEGIATAN / Ll:l'lml
SASARAN TUJUAN BASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
| RELEVAN
01} 02) {03} (04) o5 __{o6) (07) (08}
7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsari
'LTtrma,judny'n Meningkatnya Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)
Sistem Penyelenggaraan
En}'ﬂlgr:m :Eal:::ﬂﬂﬂ — ﬁTiFE-knm?ﬂ Persentase Penyusunan RKPKal
EM"’L"_I“I lE“Em'm, Berku m"","m"“' k.: m;n peran rar danTepat Walktu (%)
dan Akuntabel dalF:lm
perencanaan dan sentase Penyusunan APBKal
penganggaran ar dan Tepat Waktu (%)
ml:mzunan di Terlaksananya Persentase Pemerintahan Kalurahan [#.01.04 - PROGRAM
ahan Penyelenggaraan vunig Melaksanakan Reformasi NYELENGGARAAN
Keistimewaan Birokrasi dengan Kategori Baik (%) ISTIMEWAAN
Urusan DGYAKARTA URUSAN
Kelembagaan dan ELEMBAGAAN DAN
Ketatalaksanaan di ATALAKBANAAN
Kapanewon Dokumen Penataan  umlah Dokumen Hasil Penerapan .01.04.5.01 - Penataan
Gedangsari elembagaan dan Reistimewaan di lembagaan dan
talaksanaan apanewon/Kemantren dan etatalaksanaan
Kaistimewaan : urahan/Kelurahan yang A S S
Didampingi (Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Penerapan 4.01.04,5.01.0007 -
Keistimewaan di Penerapan
ﬂ:}pﬂ.ﬂ:\vunf Kemantren dan dan Pendampingan
urahan/Kelurahan yang Keistimewaan di
Cidampingi (Dokumen) Kapanewon | Kemantren
dan Kalurahan/ Kelurahan
Meningkatnya fasilitasi Fersenlase Desa/Kalurahan yang 7.01.03 - PROGRAM
perencanaan partisipatif Difasilitasi dalam Perencanaan BERDAYAAN
penguatan kapasitas, Pembangunan, Peningkatan SYARAKAT DESA DAN
dan produktivitas pasitas, dan Pengembangan LURAHAN
omi Masvarakat (%)
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NSPK DAN lmmrmmf Llrlﬂllﬂll
SASARAN TUJUAN SASBARAN OUTCOME ouUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
{01) {02 f03) fo4) (05) (06) {07} (08)
ekonomi dalam Laporan Koordinasi Llumlah Dokumen Sinkronisasi  01.03.2.01 - Knordinasi
pemberdayaan koordinasi Program Kerja dan Kegiatan egiatan Pemberdayaan Desa

masyarakat desa dan
kalurahan

pemberdayaan desa

mberdayaan Masyarakal yang

Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta)

i Wilayah Kerja Kecamatan
Dokumen)

umleh Laporan Peninghkatan
ektivitas Kegiatan Pemberdayaan
asyarakat di Wilayah Kecamatan
potan)

[7.01.03.2.01 - Koordinas:
]I(:g’atan Pemberdayaan Desa

umlah Dokumen Sinkronisasi
gram Kerje dan Kegiatan
mberdayaan Masyarakat yvang
i kan oleh Pemerintah dan Swast

.01.03.2.01.0002 -

i isasi Program Kerja
an Kegiatan Pemberdayaan
msyarakat yang Dilakukan

i Wilayah Kerja Kecamatan
Dokumen)

£h Pemerintah dan Swasta

Wilayah Kerja Kecamatan

umlah Laporan Peningkatan
fektivitas Kegiatan Pemberdayaan
asyarakat di Wilayah Kecamatan

01.03.2.01.0003 -

ningkatan Efektifitas
giatan Pemberdayaan

Laporan) asyarakat di Wilayah
cCamatan
Laporan umlah Laporan Fasilitasi 01.03.2.03 - Pemberdayaan
pemberdayaan gembangan Usaha Ekonomi mbaga Kemasyarakatan
lembaga asyarakat &) ingkat Kecamatan
kemasyarakatan umlah Leporan Fasilitasi 01.03.2.03,0004 -

gembangan Usaha Ekonomi
asvarakat [Laporan)

asilitasi Pengembangan
saha Ekonomi Masyvarakat

Meningkatnya
pembinaan dan
pengawasan
pemerintahan desa

Persentase Pembinaan dan [7-01.06 - PROGRAM

Pergawasan Pemerintahan Desa (%) EMBINAAN DAN
NGAWASAN
MERINTAHAN DESA

Dokumen Fasilitasi,
Rekomendasi dan

an Pengawasan

vardinasi Pembinaan

Humlah Dokumen Fasilitasi dalam
rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala
a (Dokumen)

01.06.2.0] - Fasilitasi,

komendast dan Koordinasi
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NSPK DAN PROGRAM /[ KEGIATAN / LEI‘HA.DIIAIJ
OUTCOME OUTPUT INDIEATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
01 f05) 06} (07} (08}
Pemerintahan Desa  Uumlah Dokumen Fasilitasi dalam 7.01.06.2.01 - Fasilitasi,
rangka Pelaksanaan Tugas dan ekomendasi dan Koardinasi
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
‘ermerintahan Desa
Mumliah Dokumen Fasilitasi dalam .01.06.2.01 - Fasilitasi,
ranghka Pelaksanaan Tugas Kepala komendasi dan Koordinasi
Desa dan Peranglkat Desa (Dolkkumen) Finann din Pengasasan
erintahan Desa
Lumlah Dokumen Rekomendasi L01.06.2.01 - Fasilitasi,
Pengangkatan dan Pemberhentian ekomendasi dan Koordinasi
- Do (o ' mbinaan dan Pengawasan
erintahan Desa
Wumlah Dokumen vang Difasilitas: J01.06.2.01 - Fasilitasi,
.dalmn_ra.ngka Administrasi Tata eknmendasi dan Koordinasi
[Pemerintahan Desa (Dokumen)
binaan dan Pengawasan
intahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitas: 7.01.06.2.01 - Fasilitasi,
dalam rangka Pengelolaan Keuangan |Rekomendasi dan Koordingsi
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
(Dokumen) Pembinaan dan Pengawasan
erintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi [7.01.06.2.01 - Fasilitasi,
dalam rangka Penyusunan Peraturan komendasi dan Koordinasi
Desa dan Peraturan Kepala Desa
(Dokumen) mbinaan dan Pengawasan
erintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi -
dalam rangka Penyusunan Peraturan Penyusunan
Desa dan Peraturan Kepala Desa
IDokumen)
Wumilsh Dokumen yang Difasilitasi 01.06.2.01.0002 -
dalam rangka Administrasi Tata asilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa erintahan Desa
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NSPK DAN PFROGRAM [ KEGIATAN / er‘m
SASARAN SBASBARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
(01) _{03) (©4] (05) (06} (07) [08)
Lumilah Dokumen yang Difasilitasi 7.01.06.2.01.0003
dalam rangka Pengelolaan Keuangan  |pasilitasi Pengelolaan
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa euangan Desa dan
(Dokumen) dayagunaan Aset Desa
umlah Dokumen Fasilitasi dalam 01.06.2.01.0005 -
rangka Pelaksanaan Tugas Kepala asilitasi Pelaksanaan
Desa dan Perangkat Desa (Dokumen) gas Kepala Desa dan
angkat Desa
L Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam .01.06.2.01.0006 - Fasilitasi
rangia Pelaksanaan Pemilihan Kepala aan Pemilihan Kepalg
Desa [Dokumen)]
Vumlah Dokumen Fasilitasi dalam J01.06.2.01.0007 - Fasilitasi
rangka Pelaksanaan Tugas dan laksanaan Tugas dan
ngsi Badan Permusyawaratan Desa ngsi Badan
rl?:ukumcnj usyawaratan Desa
umlah Dokumen Rekomendasi .01.06.2.01.0008 -
gangkatan dan Pemberhentian komendasi Pengangkatan
ghkat Desa (Dokumen) an Pemberhentian Perangkat
Meningkatnya IPemnma-t Kegiatan Sosial [")
HKesejahteraan
Souial Terwujudnya rsentase Pemeliharaan Dan 2.22.08 - PROGRAM
Pemanfantan Ragam ngembangan Adat, Tradisi, dan Seni NYELENGGARAAN
Hudava Berbasis {a) STIMEWAAN
Masyarakat Dalam YAKARTA URUSAN
Rangka Peningkatan EBUDAYAAN
Pelestarian Budayadan |, ;A dat, Seni, umlah Laporan Gelar Budaya 2.22 08.5.07 - Adat, Seni,

Kesejahteraan Warga di
Kapanewon Cedangsari

Tradisi dan
Lembaga Budaya

Yogyakarta (Laporan) Tradisi dan Lembaga Budaya

umlah Laporan Gelar Budaya 2.22 08.5.07.0006 - Gelar

Meningkatnya fasilitasi
pemberdayaan dan
layanan sosial di
masyarakat kalurashan

Yogyakarta (Laporan) [Budaya Jogja

Persenlase fasilitasi pemberdayaan d .01.03 - PROGRAM

layanan sosial di masyarakat kalu EMBERDAYAAN

%) SYARAKAT DESA DAN
LURAHAN
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NSPK DAN PROGRAM [ KEGIATAN / Lﬂ'ﬂllﬂlll
SASARAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTFUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
f01) (02) {23 (04) {05] (06} {07) (08)
Laporan kegiatan Hlumlah Pokmas dan Ormas yang 7.01.03.2.02 - Kegiatan
pemberdayaan dan ﬂlﬂkﬂﬂﬂﬂkﬂﬂ Pemberdayaan Pemberdayaan Kelurahan
layanan sosial di asyarakat di Kelurahan (Pokmas /
kalurahan yang )
terfasilitas umlah Pokmas dan Ormas vang 7.01.03.2.02.0003 -
elaksanekan Pemberdayvaan mberdayaan Masyarakat di
asyvarakat di Kelurahan (Pokmas | A e
Meningkatnya Persentase Koordinasi Ketenteraman
ketentraman dan dan Ketertiban Umum (%)
;I.mf“b:ﬁ UMUM| Meningkatnya fasilitasi Persentase masyarakat desa dan 7.01.03 - PROGRAM
KHMM ketertiban, keamanan kalurahan yang difasilitasi kegiatan PEMBERDAYAAN
i lingkungan, dan pembinaan ketertiban dan keamanan [MASYARAKAT DESA DAN
ketangguhan sosial di &) LURAHAN
masyarakat desadan  §| gporan Jumlah Keluarga yang Mengikoati 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan
kalurahan Pemberdayaan dan  [Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana (dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Alam [Keluarga) Tingkat Kecamatan dan
Keluarga Tingkat Relurahan
Kecamatan dan Jlumlah Keluarga yang Mengkuti 7.01.03.2.06 - Pemberdayaan
Kalurahan Pelatihan Kelunrga Tanggap Bencana |jdan Kesejahteraan Keluarga
Rumah Tangga (Keluarga) Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah Keluarga yang Mengikuti 7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana uarga Tenggap Bencana
Alam [Keluarpal E::m
Jumlah Keluarga yang Mengikuti m .03.2.06.0011 - Pelatihan
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana uarga Tanggap Bencana
[Rurm.h Tangga (Keluarga)j mnh Tangga
Meningkatnya IPersentase Koordinasi Ketentraman 01.04 - FRGGM

Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum

dan Ketertiban Umum (%)

DORDINASI
ENTRAMAN DAN
ETERTIBAN UMUM

paya

yelenggaraan
etenteraman dan

blumlah Laporan Hasil Sinergitas
dengan Kepolisian MNegara Republik
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia
Klan Instansi Vertikal di Wilayah
[Kecamatan (Laporan)

01.04.2.01 - Koordinasi

paya Penyelenggaraan

etenteraman dan
tertiban Umum




FROGRAM / KEGIATAN /

I—

NSPHK DAN
SASARAN BASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
{01} 03} (04) {05} [O6] (a7 e
Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas 7.01.04.2,01.0001 -
dengan Kepolisian Negara Republik inergitas dengan Kepolisian
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia [Negara Republik Indonesia,
dan Instansi Vertilkal di Wilayah entara Nasional Indonesia
fecamatan (Laporan) Instans Vertikal d:
ilayah Kecamatan
Meningkatnya Persentase Fasilitasi 7.01.05 - PROGRAM
fasilitasi Penyelenggeraen Urusen PENYELENGGARAAN
penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%) URUSAN PEMERINTAHAN
aruaan LUMUM
pemerintahan
UraLLm
Laporan Jumiah Doltumen Tugas Forum 7.01.05.2.01 -
Penyelenggaraan ocordinasi Pimpinan di Kecamatan elenggaraan Urusan
Urusan Pemerintahan Dokumen) erintahan Umum Sesuai
Umum Sesual ugasan Kepala Daerah
Penugasan Kepala umlah Orang yang Mengikuti .01.05.2.01 -
Daerah binaan Wawasan Kebangsaan dan jpenyelenggaraan Urusan
an Nasional dalam rangka merintahan Umum Sesuai
emantapkan Pengamalan Pancasila, nugasan Kepala Daerah
laksanaan Undang-Undang Dasar
egara Republik Indonesia Tahun
19435, Pelestarian Bhinneka Tunggal
ka serta Pemertahanan dan
meliharaan Keutuhan Negara
atuan Republik Indonesia (Orang)
Jumlah Orang vang Mengikuti 7.01.05.2.01.0001 -
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan [Pemhbinaan
tahanan Nasional dalam rangka Wawasan Kebangsaan dan
emantapkan Pengamalan Pancasila, [Ketahanan Nasional dalam
laksanaan Undang-Undang Dasar [rangka Memantapkan
egara Republik Indonesia Tahun gamalan Pancasila,
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Undang-Undang
ka serta Pemertahanan dan sar Negara Republik
meliharaan Keutuhan Negara ndonesia Tahun
esatuan Republik Indonesia (Orang) 1948, Pelestarinn Bhinnela
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TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / ernmum

NSPK DAN
SASARAN SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
01) 02) (03) (04] 05) (06) (©7) [08]
Tunggal [ka serta
Pemertahanan dan

Pemeliharaan Keutuhan
fNegara Kesatuan Republik
Indonesia

lumlah Dokumen Tugas Forum 7.01.05.2.01.0008 -
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum
| Dolcumen) Koordinasi Pimpinan di
IKecamatan
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat [%)
kualitas - -
pelayanan publik | Meningkatnya Tata Kelold Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi  [7.01.01 - PROGRAM
di kapanewon Pemerintahan Perangkat Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah [PENUNJANG URUSAN
Daerah | Nilai) IPEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN / KOTA
Dokumen Vumlah Dokumen DPA-SKPD dan [7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Perencanaan, Laporan Hasil Keordinasi Penyusunan [Penganggaran, dan Evaluasi
Penganggaran, dan  |[Dokumen Kinerja Perangkat Deerah
[Evaluasi Kineria PA-SKPD {Dokumen)
Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Peremcanaan 7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Perangkat Daerah [Dokumen) Penganggaran, dan Evaluasi
[Kinerja Perangkat Daerah
Lumlah Dekumen Perubahan DPA- A01,01.2,01 - Perencanaan,

SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi nganggaran, dan Evaluasi

Pm&g'l.launnn Dokumen Perubahan Kinerja Perangkat Daerah

DPA-SKPD (Dokumen)

Uumlah Dokumen Perubahan REA- 7.01.01.2.01 - Perencanaan,

SKPD dan Laporan Hasil Keordinasi Frngmggaran, dan Evaluasi
inesin

Penyusunan DRDokumen Perubahan Perangkat Daerah
RKA-SKPD (Dokumen) ok
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PROGRAM / KEGIATAN / ernm.

NSPK DAN
SASARAN OUTCOME INDIKATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
(01} 04} f06) {07) (O8]

Vumlah Dakumen REKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen

[REA-SKPD (Dolumeni)

7.01.01.2.01 - Perencanaan,

ganggaran, dan Evaluasi

erja Perangkat Daerah

Jumleh Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisas: Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Hdhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

.01.01.2.01 - Perencanaan,

ganggaran, dan Evaluasi
inerja Perangkat Daerah

Jumleh Laporan Eveluasi Kinerja
Perangkat Daerah [Laporan)

7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
inerja Perangkat Daerah

L Jumlah Dekumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

7.01.01.2.01.0001 -
[Penyusunan Dokumen
Perencanaan Peranghkat
Daerah

Humlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Dokumen
[HKA-SKPD (Dolcumen)

7.01.01.2.01.0002 -
inasi dan Penyusunan
olkumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Keordinasi
Penyvusunan Dokumen Perubahan
RKA SKPD (Dokumen|

7.01.01.2.01.0003 -

inasi dan Penyusunan
okumen Perubahan RKA-
KPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

01.01.2.01.0004 -
pordinasi dan Penyusunan
PA-SKPD

Dokumen

DPA-SKPD (Dokumen)|
Vumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi

Penfuxu.nan Dokumen Perubahan
DPA-SKPD (Dokumen)

.01.01.2.01.0005 -
pordinasi dan Penyusunan
rubahan DPA- SKPD

Mumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ddhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)

.01.01.2.01.0006 -
rdinasi dan Penyusunan
poran Capaian Kinerja dan
tisar Realisasi Kinerja
KFD
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NSPK DAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / LFI'HMI'
SASARAN TUJUAN OUTCOME OUTPUT SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
{01) {02 {04) {05) {05) {07} 6]
pJumlah Laporan Evaluasi Kinerja [7.01.01.2,.01.0007 - Evaluasi
Perangkat Daerah (Laporan) [Kinerja Perangkat Dacrah
Dokumen Mminmmd;[:hmhhsxhpomr;n KmeuanﬂnnHﬁkmrﬂ‘ t,zm .01.2.02 - Administrasi
[Keuangan Perangkat un an Laparan Has uan Peranghkat Daerah
asrah ghn rdinasi Penyusunan Laporan "
nangan Akhir Tahun SKPD

Laporan)

;ml-ll;n lapfor;:t Hnunngnr; Bula;;nf [7.01.01.2.02 - Administrasi
wiilanan mesteran SKPD Keuangan Perangkat Daerah
poran Koordinasi Penyusunan

an Keuangan
lanan /Trivulanan / Semestera n
SKPD (Laporan)
Humlah Orang yang Menerima Gaji danf7.01.01.2.02 - Administrasi
Tunjangan ASN (Orang/bulan) [Keuangan Perangkat Daerah
umlah Orang yang Menenma Gaji dan{y 01.01.2.02.0001 -
Tunjangan ASN (Orang/bulan) wvedigan Gaji dan
jangan ASN
b lumlah Laporan Keuangan Akhir J1.01.2.02 0005 -
Tahun BKPD dan Laporan Hasil pordinasi dan Penyusunan
Koordinasi Penyusunan Laporan ran Keuangan Akhir
Keuangan Akhir Tahun SKPD ahun SKPD
Laporan)
Llumlah Laporan Keuangan Bulanan/ [7.01.01.2.02.0007 -
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan pordinasi dan Penyusunan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Laporan Keuangan Triwulanan/ Semesteran
Bulanan /Triwulanan / Semestera n SKPD
SKPD (Laporan)
Dolkumen Administrasp/umlah Laporan Penatausahaan 7.01.01.2.03 - Adminisiras:
Barang Milik Daerah [Barang Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daecrah pada
La Perangkat Daerah
umlah Laporan Penatausahaan 7 01.01.2.03.0006 -
ang Milik Daerah pade SKPD Penatausahaan Barang Milik
Laporan) Daerah pada SKPD
37



SASARAN TUJUAN SASBARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
{01} (02 (03) {05} (06} (07) (08)
Dokumen HJumlah Dokumen Pendataan dan [7.01.01.2.05 - Administrasi
A dministrasi Pengolahan Administrasi Kepegawaian [Kepegawaian Perangkat
Jumlah Dokumen Pendataen dan |7.01.01.2.05.0003 -
{Pengnlahan Administrasi Kepegawaian
|Dokumen) Pengolahan Administrasi
waian
Dokumen Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 7.01,01.2.06 - Administrasi
Administrasi Umum  (dan Peraturan Perundang-Undangan [Umum Perangkat Daerah
vang Disediakan (Dokumen)
Llumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan [7.01,01.2.06 - Administrasi
Tamu (Laporan) Umum Perangkat Dacrah
Humlah Laporan Penyelenggaraan 7.01.01.2.06 - Administrasi
Rapat Kpordinasi dan Konsultasi Umum Perangkat Daerah
SKPD |Laporan)
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 7.01.01.2.06 - Administrasi
Penpgandaan yang Disediakan (Paket) [Umum Perangkat Daerah
pjumlah Paket Komponen Instalasi 7.01.01.2.06 - Administrasi
Listrik/Penerangan Bangunan Umum Perangkat Daerah
Kantor yang Disediakan [Paket)
Humlah Paket Peralatan dan o 7.01.01.2.06 - Administrasi
P;:iﬂ:js'mpm Kantor yang Disediakan WUmum Perangkat Daerah
el
umlah Paket Peralatan Rumah 7.01.01.2.06 - Administrasi
Tangga yang Disediakan [Paket) Umum Perangkat Daerah
Uumlah Paket Komponen Instalasi 7.01.01.2.06.0001 -
Listrile / Penerangan Bangunan Penyediaan Komponen
Kantor yang Disediakan (Paket) Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan I7.01.01.2.06,0002 -
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan Peralatan dan
(Paket) Perlengkapan Kantor
HJumlah Paket Peralatan Rumah 7.01.01.2.06.0003 -
Tangga yang Disediakan {Paket] yediaan Peralatan Rumah
AnggEa
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RS DN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR RGN | EINURLAN ) L:rrnum

BABARAN SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
fo1 [02) [03) 04) (05 (06} (67} (08}

Wumlah Paket Barang Cetekan dan 7.01.01.2.06.0005 -
Penggandaan yang Disediakan (Paket) vediaan Barang Cetakean

an Penggandaan

Humlah Dokumen Bahan Bacasn 01.01.2.06.0006 -
dan Peraturan Perundang-Undangan vediaan Bahan Bacaan
yang Disediakan (Dokumen) an Peraturan
ndang-undangan
Jumileh Laporan Fasilitasi Kunjungan [7.01.01.2.06.0008 -
Tamu [Laporan) Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan 7.01.01.2.06.0009 -
[Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat
SKFPD (Laporan) Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Dokumen Laporan Jumliah Paket Mebel vang Disediakan [7-01.01.2.07 - Pengadaan
Pengadaan Barang {Unit) ang Milik Daerah
Milik Daerah unjang Urusan
erintah Daerah
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana .01.01.2.07 - Pengadaan
Gedung Kantor atau Bangunan Leinny ang Milik Dacrah
vang Disediakan (Unit) Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

Jumlah Paket Mebel yang Discediakan [7.01.01.2.07.0005 -
{Unit) Pengadaan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan LainnydPengadaan

prang Disediakan (Unit) arang dan Prassrana Gedung

v
Laporan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 7.01.01.2.08 - Penyediaan
Penunjang Urusan unikasi, Sumber Daya Air dan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah [l4strik yang Disedizkan (Laporan) |Pemerintahan Daerah
umlah Laporan Penyediaan Jasa 7.01.01.2.08 - Penvediaan
Felnya.lmn Umum Kantor vang Jasa Penunjang Urusan
Disediakan [Laporan) |Pernerintahan Daerah
Hlumlah Laporan Penyediaan Jasa Suraf?-01.01.2.08 - Penyediaan
r,q,m:ﬂ_. rat (Laporan) asa Penunjang Urusan
intahen Daerah




NSPK DAN PROGRAM [ KEGIATAN / LEI'EIIIHI!IH
SASARAN BASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
RPJMD YANG
RELEVAN
{01) (03} f05) (L] (07] (08}
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuraE;] [01.2.08.0001 -
Menyurart (Laporan| vediaan Jasa Surat
eTyurat
Jumlah Laporan Penyvediaan Jasa .01.01.2.08.0002 -
Komunikasi, Sumber Daya Air dan yedinan Jasa Komunikasi,
Listrik yang Disediakan (Laporan) Sumber Daya Air dan Listrik
HJumlah Laporan Penyediaan Jasa 7.01.01,2.08.0004 -
[Pelayanan Umum Kantor yang yediaan Jasa Pelayanan
Disediakan (Laporan) Umum Kantor
Dokumen Jumlah Gedung Kantor dan [7.01.01.2.09 - Pemeliharaan
Pemeliharaan Bangunan Lainnya yang B Milik Daerah
{Barang Milik Dipeliharaf Dirchabilitasi (Unit) unjang Urusan
Daerah merintahan Daerah

plau Lapangan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional [7.01.01.2.09 - Pemeliharaan

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
vang Dipelihara [Unit)

01.01.2.09 - Pemeliharaan
g Milik Daerah
unjang Urusan
erintahan Daerah

[Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung(7.01.01.2.09 - Pemeliharaan

ang Milik Daerah
unjang Urusan
erntahan Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas Operazional
tau Lapangan yvang Dipelihara dan
ibayarkan Pajak dan Perizinannya
Umit)

7.01.01.2.09.0002 -
Penyvediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasiongl atau Lapangan

umlah Peralatan dan Mesin Lainnya
ang Dipelihara (Unit)

7.01.01,2.09.0006 -
Pemeliharaan Peralatan dan
[Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara f Direhabilitasi (Unit)

7.01.01,2.09.0009 -
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya




PROGRAM [ KEGIATAN / Lll'lllnlﬂlll
SUBKEGIATAN

NSPH DAN
SASARAN TUJUAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR
RPJMD YANG
RELEVAN
f01) (02} {04) (05) fos) (07} (08]
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedungly 01.01.2.09.0010 -
Kantor atau Bangunan Lainnya vang [Pemeliharaan /Rehabilitasi
Dipelj.harajbirehahmmi :Ul'li‘ll Sarana dan Prasarana Gfduna
tor atau Bangunan
nnya
Meningkatnya Persentase Pelayanan Administrasi [01.02 - PROGRAM
Pelayanan [Kapanewon yang Terlaksana (%) LENGGARAAN
T — MERINTAHAN DAN
Kapanewon ELAYANAN PUBLIK
Laporan Humlah Lapeoran Peningkatan 01.02.2.02 -
Penyelenggaraan ektifitas Pelaksanaan Pelayanan yelenggaraan Urusan

ang tidak

ilaksanakan oleh Uni

erja Peranglat

ah vang Ada di

ecamatan

Urusan Pemerintahan

da Masvarakat di Wilayah tahan yang Tidak
ecamatan |Laporan) ilaksanakan oleh Unit Kerja
angkal Daerah yang Ada dif
ecamatan
umlah Laporan Peningkatan .01.02.2.02.0003 -

fektifitas Pelaksanasn Pelayanan

epada Masyarakat di Wilayah
ecamatan |Laporan)

epads Masyarakat di

ilavah Kecamatan
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Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut kemudian
dijabarkan pada rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan periode
Renstra 2025-2029, disajikan pada tabel 4.3, di bawah ini:
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Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

INDIKATOR OUTCOME /

2027

[TARGET

PAGU

[TARGET|

BASELINE
TAHUN
2024
(03)

[TARGET
(o)

BIDANG KEBUDAYAAN

100000 000

100,000,000

o7 | (08

(05}

(16)

1

IE)

il

100,000,000

TC0L000. 000

1 3. D00 OO0

2.22.08 - PROGRAM
PENYELENGOARAAN

KEISTIMEWAAN
mmmn URUSAN
DAY AAN

100,000,000

100.000.000

100,000,000

100, 00, OO

100, 000,000

Terwujudnya Pemanfaatan
Ragam Budaya Berbasis
Masyarakat Dalam Ranghka
Peningkatan Pelestarian Budaya
dan Kesejahternan Warga di

Persentase Pemeliharaan Dan
Pengembangan Adat, Tradisi, dan
Semi (%)

100

100,000,000

100

100,000, 000

100

100.000.000

100

100, 000,000

100,000,000

‘%ﬁ? = Adat, Seni, Tradisi

dan I[.Emhuga Budaya

100.000.000

100000, 000

10:0.000.000

100.000.000

1060, 000,000

Laporan Adat, Seni, | radis dan
Lembaga Budaye

Jumlah Laporan Gelar Budaya
Yopyakarta (Laporan)

100,000 004

100,000,000

10:0.000.000

100,000,000

100,000,000

2.22.08.5.07 0006 - CGelar
Budava J:‘ﬁ:

100.000. 000

100,000,000

1060, Q00000

1060, 000,000

100,000,000

Terlaksananya Gelar Budaya
| Yogyaiarta

Jumlah Laporan CGelar Budaya
Yogyakarta [Laporan)

10 000000

100,000 000

100.000.000

1060, 0000060

100,000,000

4.01 - SEKRETARIAT DAERAH

40.000.000

30,000,000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

4.01.04 - PROGRAM
PENYELENGOARAAN
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
URUSAN KELEMBAGAAN DAN

30.000,000

20, 000, D00

30,000, 000

30.000.000

KETATALAKSANAAN
Terlaksananya Penyelenggaraan

Keistimewaan Urusan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan di KEapanewon
i ’

Persentase Pemerintahan
Kalurshan yang Melaksanakan
Reformasi Birokrasi dengan
Kategori Baik (%)

100

A0, 000, 00K

30.000.000

100

0. 000, D00

100

30,000,000

A, 00 - Penataan
Kelem dan
Keta Keistimewasn

400000, DOG

30.000.000

30,000,000

30.000.000

30,000, D00




BIDANG URUSAN | BASELINE -
_;:.;'-';:._.....L_.{“ OUTPUT i [
oy {02} [EE] oy | @5 06) o7 | 08 (09 (10} (11) 112) (15 (14}
Jumleh Dokumen Hasil
Penerapan Keistimewaan di
it iy i Kapanewon/Kemantren dan 3 3 | sooooooo| 3 | soco0o000| 3 | soovocoo| 3 | so000000] 3 | 30000000
Ketatalaksanisan Keistimewaan | felurahan/Kelurahan yang
Didampingi (Dokumen)
4,01,04.5.01.0007 - Penerapan
dan Pendarpingan 40.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30,000,000
Keistimewaan di
Kapanewan [Kemantren dan
Kalurahan /
| Kelurahan |
Terlaksananys Pencrapan dan Jumlah Duku:_n-.-n Hasil _
Pendampingan Keistimewaan di Penerapan Keistimewaan di
K Kapanewon [ Kemantren dan 3 a 40,000,000 3 30.000.000 K| 30,000,000 3 30,000,000 a 30.000.000
Kahirat n”E]I 1 s ey Kalurahan /Kelimahan vang
s Didampang: (Dokumen)
7.01 - KECAMATAN 12.214.975.086 2 306.011.499 12.331.706.220 2 398265249 12 408.343.390
7.01.01 - PROGRAM
PENUNJANG URUSAN 1.462 879.986 [1.548 671.999 1.555.580 220 1.597 5449 368 1.578.456.721
PEMERINTAHAN DAERAH
| KABUPATEN / KOTA
Meningkamya Tata Kelola Nilai Akuntabilitus Kinerja
Pemerintahan Perangkat Daerah Entmzlaluﬁ:mrml&h {AKIF) 81,44 Bl46 (1462870086 | B1 47 [L.5348671.995 | B1 48 (1555599220 8149 [1.507.540.368| B15 [L578456.721
[ELLT
Dacrah (Nilai)
T.01.01.:2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi 14.791.500 17.214.500 18.936.000 20.825.000 22913.000
Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Dakumen Perencanaan, Laporan Hasil Koordinasi 1 1 14.791.5000 1 17.214.500 1 18.936.0000 1 208200000 1 [22.913.000
Penganggaran, dan Evaluasi Permvusunan Dokumen DPA-SKEPD
Kinerja Perangkat Dasrah men)
Jumlah Laporan Capaan Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKFD dan Laporan Hasil 17 17 17 17 17 17
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan) —




BIDANG URUSAN / BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / oo benat d 7 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
e s 2024 PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU PAGU  [TARGET| PAGU
SUBKEGIATAN ;
fon) (93 L] [06) o7} {08) [og) {11 {13 (13 {14}
Jumlah Dokumen REA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi 1 1 1 i
Penvusunan Dokumen RKA-SKPD
gnugn:uml
Jumlah Dokumen Perubahan
REA-SKFPD dan Laporan Hasil 1 1 1 1
Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan REA-SKPD {Dokumen)
Jumlah Dekumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil 1 1 i i
Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen CRNAAL E
Perangkat Dacrah [Dokumen) 2 B 3
u La Evaluas: Kinern
Perangkat Dacrah (Laporen) 4 4 4 4
7.01.01.2.01.0001 -
Penvusunan Dokumen 4,330,000 5.027.000 6.520.000 T.172.000 T.889.000
Perencenaan Perangkat
Dol | lah Daokoa Peren
rcaanivt Perangi: Perangkst Dacrah (Dokamen) 2 4330000 2 suaro00| 2 6,520,000 772000 3 7.889.000
Daereh
e 1.040.000 1.125.000 1.237.000 1,361,000 1.497.000
RHA-SKI;E
Tersedianya Dok en RKA- Jumiah Dokumen REKA-SKPD dan
SKPD dan Laporan Hasil hapeawn Fasil Knomhinges) 1 1.040.000| 1 1125000 1 1.237.000 1361000 1 1.497.000
3 Penyusunan Dokumen REA-SKPD
Koordinasi Penyusunan (Dokumen)
Dakumen REA-SKPD
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi
dan Penyusunan Dokumen 1000000 1.105.500 1.216.000 1.337.000 1471000
Perubahan
| REA-SKPD
Tersedianya Dokumen Jumilah Dolkumen Perubahan
Perubahan RKA-SKFD dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil 1 1010000 1 1.105.500| 1 1.216.000 1.337.000) 1 1.471.000
Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan
Penyvusunan Dokumen Dokumen
Perubahan REA-SKPD Perubahan REA-SKPD (Dokumen)
dan Penyusunan DPA-SKPD 1.150.000 1.269.000 1.396.000 1.535.000 1,689,000




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / R TRLARITOCNES 4.1 o 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
m.w 2024 irapGET| PAGU PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU
(01) {03 fo4) 05) (06} 07) (08} (o9 i) (11 {12} 13 (14)
Tersadianya Dolcumen DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
SKPD dan Laporan Hasil Laporan Hasil Koordinasi 1 i 1150000 1 1.269.000| 1 1396000 1 1.535000| 1 1 689,000
Koordinasi Penvusznan Hnww Dokumen DPA-SKPD
Dokumen DPA-SKPD |
i L Sk i B 970,000 1.015.000 1.116.000 1.228.000 1.351.000
DPA- &
Tersedianyva Dokumen Jumlah Dokumen Perubabian
Ferubetmn DEA-SEFD da I SREL) Mk Laponin Tl 1 1 970.000| 1 1015000 1 1.116.000| 1 1.228.000| 1 1.351.000
Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Dokumen Daokumen
: Perubahan DPA-SKPD [Dolkurmen]
7.01.01.2.01.0006 - Koordinmsi
dan Penyusunan Laporan 2.939.000 3.188.000 3.507.000 3.858.000 4.244.000
?png mgm 'mntl:‘t];]iun Kine
tisar i i
SK
: Jumlah Laporan Capalan Kinerja
Tersedianya Laporan Capaian : Y
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil | SAFD _d“; Laparen Husl 17 17 2939000 17 3188000 17 asor.000| 17 1858.000| 17 4.244.000
Koordinasi Penvusunan Laporan Koordina _E Eyamn I",“m“'
Capaian Kinerja dan lihtisar E:fl'::“ﬁ Kinerja dan Ikhtisar
SO M - -

A B 3.352.500 3.585 000 3.944 000 4.338.000 4.772.000
e Tan DT SR LN J“mmh il ﬁ';’,.;n“f M 4 4 1352500 4 1585000 4 3sa4000| 4 s338000| 4 4.772.000
K!mﬂﬂﬂ ﬁ‘mnﬁkmgt lﬁu;nmh 1.264.036,936 1.318.673.999 1.304.415.657 1.321.269.948 1.285.908, 560
e A ijl“’“lﬁhmﬂq-“u'},‘m’ A 252 | 224 |1.264.03693¢ 224 |1.318673.999 224 |1.304415657 224 |1.321.269.948 224 |1.285.908.560

Kegyangan Perangkat Daerah 'il
Jumlah La‘p-utan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporsin 1 1 1 1 1 1
Keuangan Akhir Tahun SKPD
|
Jumilah Laporan Keuangan
Bulanan / Triwulanan |
Semesteran SKPD dan Llpﬂl‘ll.l‘l 13 13 13 13 13 13
Koordinast Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan, Triwulanan (Semesteran
SKPD (Laporan|
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BIDANG URUSAN BASELINE
PROGRAM | m{nm / MRINATCR OUTOORD / |~ o unitn 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
£a3t OUTPUE e ) > o R it M e w T i P e R (i e I o) VR s
SUBKEGIATAN
ml'm'ﬂ%h o2} [LE] o) {05 o6} 07 (8] josy 19 (11} {12) {131 {14}
Gaji dan Turjsngas s 1.254.412,936 1.308,087.499 1.202.771.657 1.308.460,948 1.271.819.560
Tersedianva Gaji dan Tunjangan %:::ﬂ;hm ‘T‘uns rnt;aﬁlhig?qmm 252 229 1.254.412936| 224 [1.308.087.499| 34 .292.771.657 224 11.308 960,948 224 11.271.819.560
ASN 1Dmng,-’bula.n]la
7.01.01.2 02.0005 - Koordinasi
dan Penyusunan Laporan 1.204.000 1.324.500 1.456.000 1,602 000 1.762.000
Keruangan Akhir
Tersedianya Laporan Keuangan Jumilah Laporan Keuangan Akhir
Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Hasil Noordinasi Penyusunsn Koordinasi Penyusunan Laporan 1 I 1,204 000 1 1.324.500 1 1.456.000 1 1.602.000 1 1.762.000
Laporan Keusngan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun SKFD
SKPD (ape
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi
tan Penyusunan Laporan 8.420.000 9.262.000 10,188.000 11.207.000 12.327.000
Keul.npnm p
gucmclttrfm 3‘]*'.{“?9
Jumlah Laporan Keuangan
Tersedianyva Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Sulanan/ Triwulsnan /
SKPD dan Laporan Koordingsi | Scmesteran SKPD dan Laporan 13 13 s4z0000| 13 9262000 13 10.188.000 13 11.207.000| 13 12,327,000
Penyusunan Laporan Keuangan E':“'d“mm Penyusunan Laporan
. r&m LLATY
SKPD G —_— Bulanan, Triwulanan | Semesteran
SKPD (Laparan)
ERLE AR R, 1.075.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 2.928.200
Peranghkat Daerah
f Jumlah Laporan Penatausahaan
Emk"m;;;m b Temng Barang Milik Deerah pada SKPD 0 28 1.075.000| 28 2200000 28 2420000| 28 2662000 28 2.928.200
Oisiatisaiimars Hariig MK 1.075.000 2,200,000 2.420.000 2.662.000 2.928.200
Daerah pada SKPD
e Jumilah Laporan Penatausahaan
m Milile ”Dznr:;::ﬂn Barang Milik Darrah pada SKPD ) 28 1.075.000| 28 2200000| 28 2420000| 28 2662000 28 2.928.200
SKPD (Laporan)
iﬂm ;‘:.,"ﬂ’m”i‘w“ R nerali 3.084.800 3.547.000 3.902.000 4.292.000 4.721.000
Jumiah Dokumen Pendataan dan
Dokumen Administrasi Pengolahan Administrasi f t 3084800 & 3saro00| & aoo2000| 6 4202000 & 4.721.000
walam Kepegawatan (Dokumen)
dari F'cng:‘r.aih.nn Mmmr:dm 3084 BOO 3.547.000 3.902.000 &, 3403 000 4.721.000
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN | BASBELINE
PROGRAM | OUTCOME / wm /| ramun 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
mw : 20234 L.RGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU
o o2y (03 (o) (05 08} o7 fos) 09 (1) (L {12 (13 {14
Kepegawiainn
Terlaksananya Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan
: Pengolahan Administrasi B [} 3.0584 800 2] 3.547,000 Lt 3.902.000 b 4,292 000 B 4. 721,000
Pengalahan Administrasi Ke jan (Dokamen)
Kﬁmu Pee
Fmisen pmﬂnﬁ:mmm:,'ﬁ'h“ &1.339.000 71.284.500 77.591.000 B4.520.000 92.131.000
Jumlah Paket Peralatan Rumah
Dokumen Adminisirasi Umum Tangga yang Disediakan (Faket) 4 4 613390000 4 TLABA500 4 77.591.000 4 84 520.000 4 92.131.000
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat 18 18 18 1B 18 18
Koordinasi dan Konsultasi
| SKPD [Laporan)
Jumilah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor vang & [ G G & &
Disedinkan ]
Jumlah Paket Bareng Cetakan
dan Penggandaan yang 5 5 4 4 4 4
Disedinkan
(Paket)
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik (Penerangan Bangunan 2 2 2 2 2 2
‘llinmﬂrh ¥ERDE Dim]izinkﬁn [Paket)
nﬂﬁun;ﬁpq-":;,"u Ranoeati 12 12 12 12 12 12
Jumlah Dokumen Bahan Bacasn
dan Peraturan 247 13 12 12 12 12
Perundang- Undangan vang d
Disediakan {Dokuamen)
7.01.01.2.06.0001
Penyedisan Komponen 1.932.000 2.200.000 2.420.000 2.662.000 2,928,000
[nstalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah Paket Komponen Instalas
Tersedianya Komponen R
: Listrik /Penerangan Bangunan 2 2 1.932.000 2 2.20:0.000 2 2.420.000 2 2.662.000 2 2 928,000
Instalasi Listril/Penerangan Kantor vang Diseciakan (Paket)
nan Kantor
Paralatas dan Farlen gknm'm 42.439.000 49 947,000 54.941.000 60,436,000 66.479.000
Kartor
Jumlah Paket Peralaton dan
Tersedianya Perala
d:n Hﬂwm Perlengkapan Kantor yang G 6 42.43%.000 ] 49.947.000 6 54.941.000 i 60436000 i 66479000
Dizediakan [Paket|
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BIDANG URUSAN BASELINE
OGN 1 08 ,’“m; INDIKATOR OUTCOME / | g0 oo 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN|
llmﬂlﬂlillli!“ oUTPUT a0 TARGET| PAGU TARGET | PAGU TARGET PAGU [TARGET PAGU TARGET PAGU
] {02 o3y | (o4 a5} 05} {07) {08} 19) (1) (1i) (12) (13 (14)
Kantor
p.:' cn!f-ud: I1;..2' Htsmt-m 2,668,000 3,740,000 4,114,000 4,525,000 4,977.000
Bumah Tangea - -
Tersedianya Peralatan Rumah %:@ﬁ;huﬂjﬂﬁ"n . 4 a 2.668.000| 4 a7a0000| 4 4114.000| 4 4525000 4 4.977.000
T
e a dan T 1.500.000 2.501.500 2.751.000 3.026.000 3.329.000
Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan
TF"“”";‘::HH“'“BC“‘I“““” dan Penggandsan yang s 5 1.800.000| 4 2501500 4 2.751.000| 4 3.026.000| 4 3,329,000
Disediakan
iPaket)
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peratiran 1.200.000 1.320.000 1.452.000 1.597.000 1.756.000
 Perundang- undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan | dan Peraturan .
Persturan Perundang: Perundang-Undangan vang 247 12 1.200.000 12 1.320.000 12 1.452.000 12 1.597 000 12 1.756.000
undangan Disediakan (Dokumen)|
70101, 2 06, 008 - Fasilitas .
#:E%FF“ Tamu 2,100,000 2,376,000 2,613,000 2.874.000 3.162,000
E’ ﬂi";;;; L e ﬂﬁﬁ?ﬂ%’?ﬁuﬁﬁm, 12 12 2.100.000| 12 2376.000| 12 2.613.000| 12 2874000 12 3.162.000
Penyelenggaraan Rapat 9.100.000 5 200,000 9,300,000 9,400,000 9,500.000
| Koordinast dan Konstltasi SKPD
Jumlah Laporan
mlzﬂn::;:::ﬂ::“ s Penyelenggaraan Rapat 18 18 9.100.000| 18 9.200.000| 18 9.300.000| 18 9,400,000 18 9.500.000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultas
SKPD [Laporan)
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang
Milik Dacrah Penunjang Urisan 7.208.000 E.D30.000 10,000, 000 15,000,000 G, 000.000
Pemerintah
e v N Disadiciean [ T 0 0 7208000 O 8.030.000 25 10.000.0000 25 15000000 O 9,000,000}
Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Oedung Kantor atau 4] 8 1 0 o 1
Bangunan ;
Lainnya vang Discdialkan (Unity
7.01.01.2.07.0005 - Pengaclann 0 0 10,000,000 15.000.000 0
Mehel
49




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN | BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / s ol W 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN|
mm 2024 \tARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU  [TARGET| PAGU
o1y — ftr2) {034 ) {05} (06} {07} 08 1 {1y 12 (13 (14}
Tersedianya Mebel 'é,l-mﬂd'l'hm fﬁ:’%ﬁ“' TREE o o o|] o 0| 25 10.000.000| 25 15.000000| O 0
7.01.01.2.07.0010 - Fengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung 7.208.000 B.030,000 0 0 .000.000
Kantor atau
| Bangunan Lannva
" Jumlah Unit Sarana dan
mmfzﬁfﬂr::::mr atan | Frasarang Gedung Kantor atau 0 8 7.208,000 1 B.030.000 0 [ 0 0 1 &.000.000
£ TaEn
Bangunan Lainnya m‘_ﬂ " Diseilinl [Uniy
T OT.O1.2.08 - Penyediaan Jasa
Peninjang Urusen Pemeriziahan 26.321.000 29,680,000 32.668.563 35.935.420 39,508,961
Dae
:W“_“ Jasa Penunjang Urusan | um Mif._':ﬂ:ﬁ{:;% . 0 3 28.321.000 4 296800000 4 32668.563 4 15935420 4 39,508 961
e Jumlah Laporan Penvedinan Jasa
Komunikam, Sumber v Adr dam 36 a6 36 36 36 36
Listrile yang Disediakan Fi)
Jumiah Laporan Penysdiaan Jass
Pelayanan Umum Kantor vang 1 1 1 1 1 1
Disediakan (Laporan]
Jasa Surat Menyurst sl 961,000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000
gﬂﬂf"ﬁﬁ.?;‘fm“ Feayediagmn Ja éﬂ;”i’fﬁ?@"&‘}i‘ ;ﬁ';i"ﬁ;."ﬁ“" e 0 4 961.000| 4 1.100000| 4 1.200000| 4 1300000 4 1.400.000
Jﬂ'“ﬁfﬁﬂﬁﬁﬁ Bumber Daya 26,760,000 27.880.000 30,668,563 33.735.420 37.108.961
Ajr dan Listrik
} . Jumlah Laporan Penyvediaan Jasa
e i o e | Komunilcass, Sumber Dayn Air den| 36 3 | 26760000 3 | 27ss0000| 36 | sosesses| 3 | a3avasezo| 36 | 37108961
Jasn Polsyanan Umum Kantor 600.000 700.000 800,000 900.000 1.000.000
: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
] o Peta
E:“T:mn]rn ARA VATLAN Pels: Umum Kantor yang i 1 GO0, 000 i 700000 i RO, D00 1 GO0, 000 1 1000 00
i Disediatan {Laparan
7.01.01.2.09 - Pemelhiharaan
Harang Milik Daerah Penunjang 83.023.750 98,042,000 105.666.000 113.041.000 121,346,000
Hhruﬁi Pemerintahan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Dokumen Pemeliharaan Bamang | Gedung Kantor atau Bangunan a 1 gaoes7sd & g.0d2000 6 105.666.000 6 113oar000 6 121.346.000
Milik Daerah Lainmya yamn
Dipelihnra/ Direhabilitas) [Unil
1] TN dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara (Unit) 10 10 10 10 10 10




TARGET DAN PAGU INDIHATIF TAHUN
BIDANG URUSAN / BASELINE
PROGRAM / OUTCOME / e bt anas o i e 40 KETERANGAN|
N G 202%  TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU
(1) 103) (o) (05) f06) (07) {08) [29) 19 (11 (12 13 (19)
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnyn vang 2 | 2 2 2 2
mpgﬁ:_g,{umhabm“ [Uniz)
Jumlah Kendarasn Dinas
Operasional atau Lapergan yang 106 106 106 106 106 106
Dipelihara dan dibavarkan Pajak
dan Pernsinannya ]Lrnil,]
¥.01.01.2.090003 - Penvediaan
Jasa Pemeliharaan, Binva 35.900.000 39.490.000 43.439.000 47.782.000 532.561.000
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kmdlrlﬂ.ﬂnj Dinas
Tersedianya Jass Pemeliharaan, |Jumlah Kendoaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan | Operasional atau Lapangan yang 106 106 35.900.000| 106 39,490,000 106 43.430.000| 106 47.782.000| 106 52.561.000
Perizinan Kendaraan [Minas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau dan Perizinannye (Unit)
Pemeliharann p.cﬂm " 6,950,000 11.220,000 12.342.000 13.576.000 14.933.000
Mesin Lainnya
p.,'" mimm“"ﬁmﬁcﬁhhm“’“;a mmﬂiﬂmmﬂ 10 10 6.950000| 10 11.220.000| 10 12342000 10 13.576.000| 10 14.933.000
701,01 .2.00.0009 -
Pemeliharaan / Rehahilitasi A8.373.750 45,332 000 47 685, 000 45 283000 51.252.000
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan
Pemelibaraan / Rehabilitasi Bangunan Lainnya va 2 2 38.373.750 2 45.332.000 2 47.685.000 2 49.283.000 2 51.252.000
Gedung Dipelihara/ Direhabi (Unit)
Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01,01.2.09.0010 -
Pemeliharaan / Rehabilitas
5 adan Prasarana Gedung 1,800,000 2000000 2,200,000 2.400.000 2.600.000
Kantor atau Bangunan Lainnys
Terlakaananya Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemnelibarasn;Rehabilitasl Gedung Earitar sta Bangunan 4 4 1.800000| 6 2000000 6 2200000 6 2.400000| 6 2.600.000
Sarana dan Prasarana Gedung | Lainnya yan
Kanilor aist Dipelihara/ Dirchabilitasi [Unit)
Banpunan Lainnya
7.01.02 - FROGRAM
PENYELENGGARAAN 42 179.800 41.767.000 45.943.000 47 .538.000 50,501,000
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK
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BIDANG URUSAN [ BASELINE

KEGIATAN / OUTPFUY 2024 5
__ SUBKEGIATAN OUTFUT s, B P il s M) okl W) v sl visorsom) Bl
oy {02 {03 o) (05) L] o7 o 651 16} {11} 13 13 (14}
Menmingkatnya Pelayanan Persentnse Pelayanan
Administrasi Kapanewon Administrasi Kapanewon yang 100 100 42.179.800 104 41, 767000 100 45.043.000 100 47.538.000 100 S0, 501 000
Terlaksans (%)
T.01.02202 - Penyelenggarain
Urusan  Pemerintahan yang a3 17 o : &7 000
Tidak Dilak kan olsh Lini 2.179.800 41.767.000 45,943,000 538, 50.501.000
Perangkat Daerah vang
Ada di Kecamatan
Laporan Penyelenggaruan Jumleh Laporan Peningkatan
Urusan Pemerintahan vang Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 3 i3 4 13 7 13 45.943.000 13 47 538,000 13 50.591.00
tidak dilaksanakan oleh Unit kepada Mis t di Wilayah . e RIS, G G
Kerja Peranghkat Dasrah yang Kecamatan (Laporan)
Ada di Kecamatan
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan
Efektifitas Pelaksanasn
42, X 41.767.000 45,043 000 4T 538,000 50.5%1.000
Pelavanan kepada Masvarakat it
di Wilayah
Kecamatan
Meninghkatnya Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan
Pelaksanaan Pelayanen kepada | Efektifitas Pelaksangan Pelayanan 13 13 42.179800| 13 41767000 13 45043000 13 47538000 13 50,591 .000
Masyarakat di Wilaysh IE_I.'pndn Masyarakat di Wilayah
Kecamatan WERAR :
7.01.03 - FROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 184,367,500 196.264.000 211,890.000 225.577.8B81 239.536 669
DESA DAN
Meningkatnya fasilitasi Persentase masyarakat desa dan
ketertiban, keamanan Ealurshen yang difusilitasi 100 100 3410000 100 3.850.000| 100 4235000 100 4658.000| 100 5.124.000

lingkungan, dan ketangguhan kegiatan pembinaan ketertthan
sostal di mosyarakat desa dan dan

keal keamanan (%)
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluargs 3.410.000 3.850.000 4. 235.000 4.658.000 5.124.000
Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
Laporan Pemberdaysan Jumilnh Keluarga vang Mengilouti |
dan Kescjahteraan Pelatihan Keluarga Tangzap 0 15 3410000 15 3850000 15 4235000 15 46580000 15 5.124.000)
Keluarga Tingkal quiq.l;nnn Rumih Tangga
Kecamatan dan Kalurahan Jumlnh Keluarga vang Mengikuti
Pelatihan Keluargs Tanggap o 25 25 25 25 5
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BIDANG URUSAN BASELINE
PROGRAM /| m{;p.' / INDIKATOR OUTCOME [ | p0 sy 2026 2027 2028 2029 2030
P OUTPUT
m"""m 2024 LARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU  [TARGET| PAGU
SUBKEGIATAN
fo1) _m_‘g_ {03 (04} {05) 106} {07 108] (05) {16y {11) (12} (13} (14}
Bencana Alam UATEA)
01,00, 2.06.0010 - Pelatinan . T
Keluarga Tanggap Bencana 1.917.500 2.200.000 2.420.000 2,662,000 928,
Alam
Jumlah Keluanga vang Mengikuti
Terlaksananya Pelatiban ;
Pelatihan Keluargn Tanggap o 25 1.917.500 25 2.200.000 25 2.420.000 25 2,662,000 25 2.928.000
Heluargn Tanggap Bencana B Al 1%
;":EILS%E Tﬂgnﬁ; -B]:!ﬂEcauT: - 1.492.500 1.650.000 1.815.000 1.996.000 2,196,000
Pumzh Tangga
Jumlah Keluargs vang Mengikuti
Terlaksananya Keluargs Tanggap | Pelatihan Reluarga Tanggap 0 15 1.492500| 15 1650000 15 1.815.000| 15 1,906,000 15 2.196.000
Bencana Humah Tanegea Bencana Rumah Tangga
(Keluargs)
Meningkatnva fasilitas Persentase lasilitasi
pemberdayaan dan layanan pemberdayann dan lavarnan 100 100 116436000 | 100 1322.056.000 100 130.261.000 100 135.7R7.B&1 100 140.766.669
sosial di masyarakat sosial di masyarakat
Kalurahan knlurahan |
Pemberdayaan Emm 116.436.000 122,056.000 130,261,000 135,767 881 140.766.669
; Jumlah Pokmas dan Ormas yang
Laparan kegiatan pemberdaysan
dan layanan sosial di kalurahan | Melaksanakan Pemberdayaan o 9 116.436.000| © 122056000 © 130.261.000| 9 135787 881| © 140.766.669
vang terfasilitasi ::Ianyamlmt di Kelurahan (Pokmas
Ormas)
R?.Eﬁﬂi,?&ﬁh.m. 116,436,000 122.056.000 130.261.000 135,787 881 140.766.669
di Kelurahan -
Jumlah Pokmas dan Ormas vang
Terlaksananya Pemberdayaan | Melaksanakan Pembeniayaan 0 9 116.436.000| 9 122056000 © | 130261000 © 135.787.881| o 140,766,669
Musvarakat di Kelurahan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas
/
Drmas)
Meminghatnya fasilitas Persentase Desa / Kalurahan
perencanann partisipatil, yang Dhfasilitasi dalam
penguatan kapasitas, dan Perencanann Pembangunan, 100 100 64.521.500( 100 70,358,000 100 T7.394.000 100 85.132.000 100 93,6496 000
produktivitas ekonom! dalam Peningkatan Kapasitas, dan
pemberdayaan masyarakat desa | Pengembangan
Ann Ekonomi Masyarakat (%}
kalurahan
Kegintan Pemberdaynan Desa 58,846,500 56.047.000 61.652.000 67.816.000 74.599.000
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BIDANG URUSAN |

SUBKEGIATAN OUTFUT TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR OUTCOME / |y 2026 a0a7 2028 2029 2030
HEGIATAN 2024
foL3)

fo1) (D4) {05} {05) {07 f08) oy a1 @y (12 13

02l _
Jumlsh Laporan Peningkatan

Laporan Koordinasi Efektivitas Kegiatan 9
; i 9 SH_B46_500 56,047 .00 J 3 i ; ] 74, ;
koordinasi Pemberdavasn Masyarakat di 9 0 9 1 652, D00 9 67 816.000 S0, D00

pemberdeyaan desa Wilayah Kecamatan
]

dJumlah Dokumen Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan
Pemberdaysan Masvarakat yang 11 1i il b | 11 11
Dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja

Kecamatan jmﬂmrm
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyvarakat vang 51.936.500 43.067.000 47.374.000 52.111.000 57.323.000
Dilakukan aleh Pemerintah dan
Swasta

di Wilsyeh Kerja Kecamartan

Terlaksananya Sinkronisast Jumiah Dolumen Sinkronisas:
Program Kerja dan Kegiatan Program Kerja dan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakal yang | FemPendaynan Masyarakat yang 1 11 51,936, 43.067.000| 11 47374000 11 s2.111.000| 11 57.323.000
Dilakuksn oleh [::n:rrrinmh-dlng g':“‘m'“;;‘;;ﬁ xﬂgﬂ_ﬁ'ﬁ"' dan o e
; SR ¥ "

Swastan i Wilayah Kerja K atan (Dol mm?
7.01.03.2.01.0002 - Peningkatan
Efeltifitas Kegiatan 6.910.000 12 980,000 14,278,000 15.705.000 17,276,000
:Fm m‘?w uh

rakat di Wil
ey
Meningkatnva Efektifitas ::‘;"’m‘ Laporan Peningkazan
Kegiatan Pemberdayaan ktiviles Kegiatan 9 9 sa10000| © 12680000 14278000 o 15705000 © 17.276.000
Masyarnkat di Wilayah E”:‘}‘ﬂ;—"‘ﬂ“ Masyarakat di
Kechm ¥ eeamatan

e {Laporan)
T O.03.2.03 - Pemberdayaan
Lembaga Kemasvarakatan 5.675.000 14.311.000 15.742.000 17.316.000 19,047,000
Tingkat Kecamatan
Laporan pemberdavaan lembags Jumlah Laporan Fasilitasi
hm“,.._:kmn ' Pengembangan Usaha Ekonomi 4 4 S.675.000| 4 14.311.000 4 15742000 4 17.316.000 4 19.047.000

Masyarakat (Laporan)

7.01.03.2.03,0004 - Fasilitasi
Pengembangan Usaha Ekonomi 5.675.000 14.311.000 15.742.000 17.316.000 19.047.000

| Masyarakat




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN | BASELINE
KEGIATAN / i 20249 pARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU  [TARGET| PAGU
SUBKEGIATAN OUTFUT
o1 _03) {04) 105) {oe) 071 {08) {09 19) 1y (13 {13 {14)
Terlaksananya Fasilitasi Jumieh Laporan Fasilitasi 5 4 19.047.000
Pengembangan Usaha Ekonomi Mﬁm Ekonomi q 4 5.675.000 4 14.311.000 4 15,742,000 4 17.216.000 AT,
Masvarakat
7.01.04 - PROGEAM
KOORDINASI KETENTRAMAN 387, 148,500 363, 146.000 362,961,000 352.957.000 363,152.000
DAN KETERTIBAN
LIMLIM
; Persentase Koordinas)
Meningkatnya Koordinasi 7.000| 100 | 353.152.000
Ketentraman dan Ketertiban Ifch:nrrnmnn dan Ketertiban 100 100 3BY.148500( 1DO 363.146.000| 10D 362.961.000 100 362 957,
Ui Umum
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketenleraman 387,148,500 363.146.000 362 061000 362957000 363.152.000
dan Ketertiban Umum
Jumlah Laporan Hasl Sinergitas
Laporan Koordinasi Upayn dengan Kepolisian Negara
Penyelenggaraan Ketenteraman | Republik Indonesia, Tentars 2 9 387 148,500 9 363.1456.000 a9 362.961.000 9 362.957.000 o 363.152.000
dan Ketertiban Umum MNesional Indonesia dan Instansi
Vertikal di
WM Recamatan [Laporan]
7.00.04.2.01.0001 - Sinergitas
dengan Kepolisian Negira 387,148.500 353,146,000 362 961,000 362,957,000 363,152,000
Republik Indonesia, Tentara
MNasional Indonesia dan Instansi
Terlaksannnya Sinergitas dengan i:::’;:: ma:;:l Sinergitas
Kepalisinn Negara Republilk : : gara
tisdosssin; Tembere nakeoni Republik Indonesia, Tentara 2 g 387,148,500 ] as3. 148000 9 352961.000| 9 362.957.000| 9 363.152.000
Indonesia dan Instansi Vertikal Nasional Indonesia dan Instansi
di Wilavah Kecammutan Eﬂﬂ:&nl! d“'“ atan (1 ran)
7.01L.05 - PROGRAM
PENYELENGOARAAN URUSAN 90, 790,600 109,992,000 112.991 .00 118,060,000 125.399.00:0
PEMERINTAHAN LIMUM
Persentase Fasilitasi
Meningkatnya (asilitasi . 00
Penyelen Urusan 100 100 90 790800 | 100 109.993.000| 100 112.991.000( 100 118.090.000 ( 100 125.399,
penvelengearaan urusan Pemerintahan Umum (%)
pemenintaham umum
7.01.05.2.01 - Penvelenggaraan
Urusan Pemerintahan Umum GO, 790 800 109,992,000 112.991.000 118.090.000 125,399,000
Sesual Penugasan
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
mtﬂ:ﬂll.f ; INDIKATOR OUTCOME | BASELINE . 2027 028 2029 2030 KETERANGAN|
e LI 2024 ARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU
01) ) | o4 | 05 g | o7 o8 | (o9 (19 (11) P TER 1%
Laporan Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Tugas Forum
Urusan Pemerintahan Umum Koordinasi Pimpinan di 1 4 S0.7908000 4 1099020000 4 1129910000 4 118.000.000 4 125,395,000
Sesual Penugasan Kepala Kecamatan
Daerah {Dokumen)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Masional dalam
ranglka Memantapkan
Pengamulan Pancasila,
Pelaksanaan
UndangUndang Daser Negaea 75 i) 75 75 5 75
Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal lka
serta Pemenahanan dan
Pemeltharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan
Wawnsan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam
rengka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang 85 820,900 SB.871.000 1 00, 758,000 104,634 (00 110.597.000
Dnsar Negara Republik
Indonesia Tahun
19435, Pelesiarian Bhinneka
Tunggal lka serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan Keutuhat
Negara Kesatuan Fepublik
Indonesia
Jumlah Orang vang Mengikuti
Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan dan dan Ketahanan Masional dalam
Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pengamalan Pancasila, Pelnksanman -
Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara 75 5 89.820.900 75 S98.871.000 75 100:758.000 75 104.634.000 [ 110.597.000
Dagar Negara Republik Republik Indonesia Tahun 1945,
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka
Pelestarian Bhinneka Tungeal sertn Pemertabannn dan
Ika scria Pemertahanan dan Pemeliharaan Kewiuhan Negara
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PROGRAM / ovTcoMS ! it 7 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
Rt cithoR 203% IrAmGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU
01) 03| (o4 (05) (06) (07] 108) (09 [16) {11 (2 (13 (14)
Pemelinoraan Keutuhan Negam | Kesatuan Republik Indonesia
Kesatuan Republik Indonesin {Crang)
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan
Tugas Forum Koordinasi 0. 969 900 11.121.000 12.233.000 13.456.000 14.802.000
P':mptnn.nndq
i Tk Jumlah Dokumen Tugas Forum
z:ﬁmnﬂ:mmﬁmm | Koordinasi Pimpinan di 1 4 0.969900| 4 11.121.000| 4 12.233.000| 4 13.456.000] 4 14.802.000
| Eecamatan (Dokumen)
Kecamatan
DAN PENGAWASAN 38.609.400 46,170,500 42.321.000 46.553.000 51.208.000
PEMERINTAHAN DESA
: Persentase Pembinaan dan
kg g Pengawasan PemerintahanDesa | 100 | 100 | 38600400| 100 | 46.170500| 10 | 42321000 100 | 46553000 100 | 51.208.000
PCNERWHEAN Eﬂ!]
merintahan desa
T.01.06.2.01 - Fasilitasi,
Rekomendas: dan Koordinasi
38.609.400 46,170,500 42,321,000 46.553.000 51.208.000
Pembmeann dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen vang Difasilitasi
Dokumen Fasilitasi, dalam rangka Pengelolaan
Rekomendasi dan Koordinasi Keuangan Desa dan 22 2 A8.608.400 22 46,170,500 22 42.321.0008 22 %.553.00& 22 51.208.000
Pembinaan dan Pengawasan Pendavagunaan Aset Desa
Pemerintahan Desa L(Dokumen)
Jumlah Dekumen yang Difasilitnsi
dalam ran Administrasi Tata 8 a 8 8 B 8
Pemerintahan Desa (Dokumen)
Jumilah Dokumen Rekomendasi
Pengangkatan dan Pemberhentian 3 3 3 3 3 3
t Desa {Dokumen
Jumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka Pelaksanasn Tugas 1 1 1 1 1 1
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM | ouTcous / IFTERATOR OUICONE | | sl 2026 2027 2028 2029 2030 mnmm[
WREHATIN L & 2024 apcer| Pacu PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU
BUBKEGIATAN :
1) {03) {04) (05} o7 108) 09 (10 (1) {13) (13} (14}
Jumlah Dokumen Fasilithsi dalam
rangka Pelaksansan Tugas dan 1 1 1 i 1
Fungsi Badan Permusyawaratan
sa [Dokumen)
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
rangka Pelaksanaan Pemiliban 1 3
=
Jumlah Dekumen vang Difasilitasi
dalam rangka Penyvusunan 5 1 3 3 3
Peraturan Desa don Peraturan
Kepala Desa (Dokumen)
T.01.06.2.01,0001 - Fasilitas
P N Dew viis 1.849.900 3.767.500 4.144.000 4.558.000 5.014.000
Peraturnn Kepanla Des
i Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
Terlaksananys Fasilitaal
Penyusunan Peraturan Desa | 9818m mﬁ‘:“ "‘;_—'-:'"““ 3 3 1.649.900 3.767.500| 3 4144000 3 4558000 3 5.014.000
dan Peraturan Kepala Desa ]P;r'm! m[:l E“! Innltmm
bt to T 1.580.500 3.784.000 4.162.000 4,578,000 5.036.000
| Pemerintalinn Desa
- Jumlah Dokumen yvang Difasilitasi
oot dalsm rangks Administrasi Tats 8 8 1.580.500 3.784.000| 8 4.162.000| 8 4578000 & 5.036.000
e Pemerintahian Desa (Dolkumen)
Pemerintahan Desa
T.01.06,2.01.0003 - Fasilitnsi
Pengelolaan Keuangan Desa dan 23.314.500 23.873.500 2. 260000 28.886 000 31.775.000
ngmggmn Aset Desa
Jumlah Dokumen yvang Difasilitasi
Terlaksananya Fasilitasi |dalam rangks Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan Desa | Keoangan Desa dan 22 22 23.314.500 23.873.500 22 26,260 000 22 28 ARG.0DD = 31.775.000
dan Pendayagunaan Aset Deas Pendayagunaan Aset Desa
|Bekamen)
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa 2.405,000 3.564.000 3,920,000 4,.312.000 4,743,000
dan
 Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi
Todeduananyy BesTins Aalas progis Relskannian Toges| ! 2.405,000 3564000 1 3920000 1 4.312.000) 1 4.743.000
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa | Kepala Desa dan Perangkat Desa
dan Pe at Desa (Dokumen)
i Pt Kepe 7.694,500 0 0 0
Pelaksannan Pemilihen Kepala 6. 200,000 . ;
Desn
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BIDANG URUSAN [

BASELINE
PROGRAM | OUTCOME | T OUTCOME / | yasun 2026 2027 2028 2029 2030
i (OO g PAGU PAGU PAGU [TARGET| PAGU [TARGET| PAGU
o1 (03 [O5) {07 ] f19) f1ij {13 s f14)
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
Terlaksananyns Fasilitasi : 2 0
i rangka Pelaksanaan Pemilihan 1 6.290.000 v 594 500 i) 0

glr:unm Pemilihan Kepala Kepais Desa (Dokumen)

T.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 1. 130,000 1.243.000 1.367 000 1504000 1.654.000
Badan
| Permusyawaratan Desa

TR Jumlah Dokumen Fasilitas: dalam

Terlaksananya Fasilitasi

Pelaksanaan Tugas éan rangla Pelakasnaan Tugas dan 1 1.130.000 1.243.000 1.367.000| 1 1.504.000 1 1.654.000
Fungsi Badan Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa [Dokumen)

Permusyawaratan Desa

7.01.06.2.01.0008 -

Rekomendasi Penganghkatan dan 2.039.500 2,244,000 2,468,000 2.715.000 2986000
Pemberhentian

Perangkit Desa

Tersedianya Rekomendasi Jumlah Dokumen Rekomendasi

Pengangkatan dan Pengunghatun dan Pemberhentian 3 2.039.500 2.2494.000 2.468.000 3 2.715.000 3 2.966.000
Pemberhentian Perangkat Desa [Dokumen)

Perangkat Desa o N . =
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Sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Kapanewon Gedangsari
dalam mendukung program prioritas PD, disajikan pada tabel 4.4, sebagai
berikut:



Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN /| SUBKEGIATAN KETERANGAN
{o1) fo2) 03} f04)

7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon Gedangsarl

L. 2.22.08 - PROGRAM a Terwujudnya Pemanfaatan Ragam 2.22.08.5.07 - Adal, Seni, Tradisi dan

PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN

Budaya Berbasis Masyarakat Dalam
Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya
dan Kesejahteraan Warga di Kepanewon
Gedangsari

Lembaga Budaya

2,22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja

4.01.04 - PROGRAM
PENYELENGOARAAN KEISTIMEWAAN
YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN
DAN KETATALAKSANAAN

Terlaksananya Penyelenggaraan
Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan di Kapanewon
Gedangsari

4.01.04.5.01 - Penataan Kelembapaan
dan Ketatalaksanaan Keistimewaan

4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan

Pendampingan Keistimewaan di
Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan /
Kelurahan

T,

7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URLUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Perangkat Daerah

7.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkal Daerah

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencansan Perangkat
Daerah

7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen REKA-SKPD

7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Perubahan REKA-
SKPD

7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kineria
dan I[khtisar Realisasi Kinerja SKPD

7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah




NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN
{01} {02/ (03} (04 (05)
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah

7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

7.01,01.2.02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

7.01,01.2.03 - Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan
Pengolehan Administrasi Kepegawaian

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

| 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan




NO

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

01)

fo2)

{03}

f04)

05)

T.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan
Tamu

7.01.01.2.06.0000 - Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel

7.01.01.2,07.0010 - Pengudasn Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnyva

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.08,000] - Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

7.01.01.2,08.0002 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

7.01.01.2.08.0004 - Penyediran Jasa
Pelayanan Umum Kantor

7.01.01.2.09 - Pemelih N—
r“ih'k Dw‘#h Pﬂnunjmg Umm !
Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biays Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

7.01.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan [ Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan Lainnya




KEGIATAN / BUBKEGIATAN

1)

02]

(03

(04

(05}

7.01.01.2.09.0010 -

Pemeliharaan /Rehabilitasi S8arana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

7.01.02 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN PUBLIK

e g gy . e
Kapanewon

7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan
oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
Ada di Recamatan

7.01,02.2.02,0003 - Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya fasilitasi perencanaan
partisipatif;, penguatan kapasitas, dan
produktivitas ekonomi dalam
pemberdayaan masyarakat desa dan
kalurahan

T7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi
Program Kerja dan Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat yang
Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta
di Wilavah Kerja Kecamatan

7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan
dan layanan sosial di masyarakat
kalurahan

7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan

7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan

Meningkatnya fasilitasi perencanaan
partisipati{, penguatan kapasitas, dan
produktivitas ekonomi dalam
pemberduyaan masyarakat desa dan
kalurahan

7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi
Pengembangan Usaha Ekonomi
Masyvarakat

Meningkatnya fasilitasi ketertiban,
keamanan lingkungan, dan ketangguhan
sosial di masyarakat desa dan kalurahan

| Tanggap Bencana Alam
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga

7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga

Tanggap Bencana Rumah Tangga

7.01.04 - PROGEAM KOORDINAS]
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Meningkatnya Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum

7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

o



PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN / SUBEEGIATAN

o1}

02]

fo3)

{04}

[05)

7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan

7.01.05 - PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN
FEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah

7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dalam rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka
serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan

| 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Meningkatnya pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi

Pembinaan dan Pengawasan

| Pemierintahan Desa

| 7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi
Penyusunan Peramuran Desa dan
Peraturan Kepala Desa

7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayapunaan Aset Desa
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Indikator kinerja adalah tanda vang berfungsi scbagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
(output), hasil (outcome), dampak (impact]. Pada bab ini dikemukakan indikator
kinerja Kapanewon Gedangsari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Kapanewon Gedangsari dalam lima tahun mendatang sebagail komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Langkah-langkah dalam
merumuskan kinerja penyelenggaraan bidan urusan adalah sebagai berikut:

a. Mereview terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD;

b. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi PD yang berkontribusi
langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD;

¢. Identifikasi indikator dan target kinerja PD yang berkontribusi langsung pada
pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Utama Kapanewon Gedangsari yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut:




—_

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO INDIKATOR SATUAN | BASELINE TARGET TAHUN KETERANGAN
TAHUN 2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
[(*2 ] {62 (03) (04 {05) (06} {07) O8]} 0% | (10} {11}
1 7.01.0.00.0.00.15.0000 - Kapanewon
Gedangsari
2. | Indeks Pelayanan Kapanewon Indeks 93,55 95,46 | 96,49 | 96,52 | 96,55 | 95,58 | 96,6
3. | Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | % 100 100 100 100 100 loo @ 1oo0
4. | Persentase Penyusunan RKPKal Benar danTepat Waktu % 85,71 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5. | Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 82,03 | 82,3 | 82,45 | B2,6 | 82,75 | 82,9 | 83 7]
6. | Persentase Kegiatan Sosial %o 100 100 100 100 100 100 | 100
7. Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu Yo 100 100 100 100 100 100 | 100
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Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam
dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat
dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA
Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan vang
mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui KK
merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Gedangsari Tahun 2025-2029 merupakan
pedoman rencana jangka menengah kedua vang harus dioperasionalisasikan
melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Strategi yang dipilih baik berupa kebijakan,
program, dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus
diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan
untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai
dengan tahun 2029. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi
dan misi Bupati Gunungkidul terpilih untuk pembangunan daerah lima tahun ke
depan dan satu tahun masa transisi.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Kapanewon Gedangsari mempunyai
tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah
sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2025-2029. Rencana strategis
ini disusun sebagai penelaahan terhadap materi indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan.

Rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh
unit kerja dan pemangku kepentingan utamanya di Kapanewon Gedangsari dalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasi, schingga dapat tercapai secara sinergi
dalam pelaksanaannya.




METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
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0 LR 60, e 1 80000 - Kapanewon Godangearl
CXIN |ASPEH PELAYANAN TMUTM
1 Insbrbs Prbaynnne [rilebos Mengukinr kdaes kapmumwon dibsdang Hilni gaiminggnn ynng diperoleh dari mim-mia Semukin titsgg nilnl memngolen dinern | Kapanemson Cedangsar
Ragmrewrn pelayman umuem, sosial, ketentmmsn dan bbbl keotn pomen peniladinn veitu o e oo meira ko aik
kstertibaii, pemberdayaag mesvambsi seris WP w persentnse pemyusumen APkl bonsr dan
kessrdinnsl penyelengguunan peusris e tejant Wakitu) + (¥ X perscnise peTVIS AT
lmlurnfian KEFEal benar don tepat wakeu] s (20% @ peraeintase
kegininn sosial terlakanna) = (20% x persentase
Eonrcinual ketentersomnn din ketertiban ofam] ¢
[F%% b indeks kbepussan masyarnbest)]
F) Perscnlier Peprisunai | [Femeniane kalirmituin yiog menvesan REPnd | [Damiah kalombin ving mesEtpian KRl bonnr |Semalin tnge nilni meonjukan |Knpanewon Cledangsan
REPKal Bepas danTepat meslini dengan peratemin vang berlaki dan i epat waldiu J jumbaly alumban di wilssak wesnakEn konnistennyn kalurabon dalem
Waltu ditetapdon palug lmeslat baban Septemiber e paewa | ¢ 10U menyuatan REPEal yang sesa) dengan
Tbvwrn m- | permtumn yang berlakn
a frudeks Kepuasan Imdeks Handl peogulourmn dan kegutnn Surve ikt indelcs kepuasan Masymmaks | pads semester || | Semmbkin togg nibas menig bk |Knpanewon Gedangsar
Musymmint Eeopinsmn Masynmbknt e oigha vilig viug diperoleh dengan melakubkan surves kegsaida tinghat kepunsan musywrmkng yag laik
menigga i bnrkan tingknt kepunsan manvaocent | aascarakat penggoos layans terhmdngi pelnyminn polslik Kopameson
tethiadinp kuilstas jebavainn yiang diberibkan
1 Forsentmne Kearfmas * Petseritase toraksannoye ketentrumen dan— [[hamish koordines) ketenteraman dan kevsraban | Sewalin gl niln mecugjoken bk | R si1 Chendiseigseint
Eetenieraiman dan ketertiban wmum mempakan perwagudan i bl koerdinnsl ketetternnmn dan hecsoabinn i Meteniirnoman dan ketertibon
Eetertibinn Umiim kolnborsi dan koordinasi lints sckior yang kptertibnn wmm) x 100%, berlangsung secasa kons isten dan sesnd
aberif dalam upaye meningiotka Ronrdimns keteniernman dan keterriban wnrget yang telah ditetnpionn.
krsinpsimgann masyarnkat techadap bencss  |dikebunpokknn mengaadi 4+ kategon, vait;
serta kepatuban masviiakal edadap I Kebessonmann : Al dun Rumah Tengga
peraturan & wilivah Kagmoewon 4. Kriaminmlites
3. Pemyvdat Mosyanaknt
A Gurtong Bovang
ek tilak @il kanios aks dinnggnp tertsngand
LA orsh)
5  |Perscniase Kegstan Scaial | Prrsesntnse wrinksmnanya logintan sassal (Jumlali kegitan sosml vaong terdnksana Jumiah  [Semabin doggl nilad meounjukkan Kapanewan Cedanganri
mntam b pembendayaan fenilegs Ihp‘n‘m soiml vang direpcannkan) 5 1060%, b bvwn kegintan sosinl yang
lermnaymimbantnn, pembenisynan di bidang Reterarigan: ilaknammbnn sesomi dengan mrges vang
kebusdavaan, kesminm, ook bmgnan, Hegeving sosial terdin dari 15 koamponen, viiin il e b
kemganuian, kesshatan, dan kbesrpliteman | Kelompak sek 3 Stunting, 2.PMES; 4 Har jmdi;
sarmial S.Kapanawon schat, b Salkn emwely; 7. FRUR
B MHE, 9. Kamog e 10,00l saga, 11 Bansos
(tsiisos baik barang g gang [ pa,
telomolorwiis) 12810
13 Mopey KUBE; 14.KIET, 15 Famum anak
Asumsd Jupdal keglatan soskal disesisniknn dengan
Ihmmpu-n masing-maning kopamwon, seliiggn
bina tidak dilalanaimn sejuminb |5 konponsen
i Persentase Provusunnn % Pernentnse knburmhan yaog merusuin APERal |[Jwmish kubimban ving meneumsphan APOKal beoar |Sensabin tioggl ndad mesungukkan Bl pasewomn Gednngsari
APEKE] By dan Tegmt scaiial dengan peruturan vang boerlaka dan e tept waketu f jumdnh kadueaban & wilavah Rein e des kal Beiin sk
Walkin elitetnplein paling lambat bulen D (L] kajmn | = 1O mrnrusin APAEal vang tepat wakt dig
Tubnm n- 1 weilal it yang berlnku




METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM
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